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LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1
PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH

a. PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama Provinsi : Aceh

Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 1

Hari, Tanggal : Selasa, 12 September 2023

Tempat : Station coffee, di Banda Aceh

Pembuka Acara : Muhammad Adam, ST. M.T.

Jml Peserta Undangan : 19 peserta

Jml Peserta Hadir : 25 peserta

Agenda Rapat : Pembahasan Pendahuluan  Laporan  Kegiatan

Penyusunan Dokumen RP3KP.

a. HASIL PEMBAHASAN
1. Sesi 1 — Pembukaan dan Pengantar Acara

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh, Bapak Muhammad Adam, ST.
MM. menyampaikan Dinas Perkim Aceh menargetkan pencapaian
membantu rumah layak huni 30.000 unit rumah, namun baru dapat
direalisasikan sekitar 17.000 unit rumah. Pencapaian target bidang PKP
terutama bidang perumahan belum terpenuhi dan untuk kedepannya lebih
diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan yang dapat memayungi
kegiatan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk maksud tersebut tadi
diperlukan suatu dokumen yang berisi grand strategi dan dokumen ini
bernama Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3KP) Aceh. Penyusunan dokumen ini merupakan
amanat Undang-undang dan arahan dati pemerintah pusat melalui PP
No0.88/2014



2. Sesi 2 - Paparan FGD 1

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut:

a. FGD 1 ini diharapkan tercapai:

Tersampaikannya Informasi Pelaksanaan Penyusunan RP3KP
Provinsi Aceh

Pengumpulan Isu Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman

Penyampaian Kebutuhan Data dan Masukan atas Data dan

Informasi yang dibutuhkan

b. Dokumen RP3KP merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam

perumahan dan kawasan permukiman. Hal-hal yang belum diatur dalam
Rencana Tata Ruang (RTRW) akan diatur dalam dokumen RP3KP.

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan

umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP)

yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah

administratif.

c. Dokumen RP3KP merupakan.

Skenario pembangunan “Grand Desain” perumahan dan kawasan
permukiman di daerah.

Refleksi akomodasi terhadap aspek masyarakat dalam
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak
huni.

Acuan bagi seluruh pelaku (stakeholder) pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan

kegiatannya masing-masing.

d. Dasar hukum penyusunan dokumen RP3KP adalah:

UU No.1/2011 Tentang Perumahan Kawasan Permukiman, Pasal 14
dan 15: Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk

menyusun RP3KP.



UU No.23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 11 dan 12:
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi urusan waijib
Pemerintah

PP No.88/2014 Tentang Pembinaan Perumahan Kawasan
Permukiman, Pasal 4: RP3KP merupakan Dokumen Perencanaan
PKP.

Permenpera 12/2014 Tentang Pedoman Penyusunan RP3KP:
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan
Perumahan Kawasan Permukiman.

Surat Edaran No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan RP3KP: Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

RP3KP harus dapat menjawab: Backlog perumahan, RTLH (rumah
tidak layak huni), Slum dan Squatter, PSU (prasarana dan sarana

umum), Pembiayaan dan Kebutuhan Tanah

3. Sesi 3 - Diskusi Panel

a. |bu Dina Feriana, ST. M.Eng.Sc, Sekretaris Dinas Perkim:

Pokja PKP kedepan merupakan pokja yang terintegrasi antara
bidang perumahan dan sanitasi. Kegiatan penggabungan ini telah
diinisiasi dari tahun 2022 dan terealisasi di tahun 2023 ini.

Isu-isu yang berkembang mengenai PKP ini yang dapat menjadi
bahan pada penyusunan dokumen ini antara lain:

» Kebutuhan PSU, air bersih dan sanitasi di areal permukiman

» Pemerintah akan membangun PAM regional

» Memperhatikan kriteria stunting dan kemiskinan ekstrim

» Memperhatikan infrastruktur pada daerah permukiman

b. Faisal, ST. MT, Kepala BaP2P S1

RP3KP terdiri dari RP3 dan KP
Data kemiskinan ekstrim dan sumber data lainnya harius bersumber

dari lembaga resmi yang diakui.



Akibat dari perkawinan akan menumbuhkan kebutuhan rumah baru,
sehingga secara linier akan menambah jumlah backlog.

Tidak semua rumah memiliki IMB/PBG, sehingga jumlah real rumah
dari perijinan tidak bisa didapat. Untuk kedepannya dokumen RP3KP
ini dapat merekomendasikan kepemilikan ijim IMB/PBG bagi setiap

unit rumah yang baru..

c. Marlina, DPD Apersi; Kebutuhan dan permintaan unit rumah tinggi,

namun demikian daya beli’lkemampuan keuangan masyaraka masih

relatif rendah, untuk itu diharapkan peran/insentif dari perbankan sangat
di butuhkan.

Selanjutnya ada lahan yang dulunya termasiuk dalam kategori lahan

produktif, namun dalam beberapa kurun waktu (tahun) belakang, tanah

itu sudah tidak produktif lagi. Lahan yang seperti ini masih belum dapat

dilakukan pembangunan perumahan dan permukiman, karena harus

menunggu revisi peralihan status tanah tersebut di dalam RTRW reuvisi.

Kami selaku pengembang mengharapkan pengalihan fungsi lahan ini

dapat diproses sebelum adanya revisi RTRW.
d. Muhammad Adam, ST. MM, Kadis Perkim Aceh.

Masalah tata ruang, perlu juga disikapi/dilihat dari segi politis, seperti
perebutan pulau antara provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Demikian
juga daerah perbatasan yang strategis lainnya, seperti Aceh
Tamiang.

Dalam penyusun dokumen RP3KP harus mendapat masukan dari
dokumen RTRW dan RDTR.kabupaten/kota

Dinas PUPR selaku pemangku kegiatan RTRW diharapkan dapat
membagi materi teknis, pola ruang dan struktur ruang bagi
penyusunan dokumen ini.

Pada RTRW perlu ditambah pasal yang dapat mengakomodi kondisi
yang belum fix/belum ada titik temu (holding zone)

Akan ada sedikit/banyak perbedaan dari dokumen perencanaan
yang elah ada dengan kondisi eksisting lapangan dan ini harus

disikapi dengan baik.



BPS secara konstitusi memiliki kewenangan dalam menyampaikan

data statistik.

e. Syafrina, Bidang PLP Dinas Perkim Aceh

RP3KP Provinsi harus menggambarkan karakteristik daerah/tipologi
permukiman

Lahan produktif harus tetap dipertahankan untuk ketahanan pangan.
Harus mensinkronkan antara perumahan, PSU dan sanitasi,
sehingga sumber air bersih dapat terus terjaga dan limbah rumah
tangga dapat terlayani.

Perlu adanya permodelan rumah sehat dan sanitasi yang baik

f. Boy, Kasie Wilayah 2 BP2P S1.

Perlu adanya kesepatakan sumber data yang akan digunakan

Provinsi Aceh juga perlu mengeluarkan SK kumuh.

g. Irfandi, Konsultan Individu BP2P S1

Dokumen RP3KP memfokuskan pada bidang perumahan dan
kawasan permukiman

Perlu untuk mendapatkan data spasial dari RTRW Provinsi
Legalisasi RP3KP ini harus menunggu legalitas dari RTRW Provinsi.
Pokja PKP perlu memastikan sumber data yang akan digunakan di
dalam dokumen RP3KP, apakah dari BPS, P3KE, BKKBN,
Disdukcapil atau yang lainnya

Data primer dan sekunder harus disepakati dengan Pokja PKP.
Untuk data rumah dapat diambil dati data kabupaten/kota.

Untuk peralihan lahan produktif, para pengambil kebijakan dapat
mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang.Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menjaga keterpaduan antara perumahan dan PSU nya.

h. Ardila, PUPR Aceh

RTRW dapat direvisi setiap 5 tahun sekali
Perlu mendapatkan data dari DLHK dan Dinas Pertanahan, sehingga
jelas data kawasan terbuka hijau dan kawasan budaya (dimana

permukiman masuk didalamnya)

i. Agus, Kepala Bidang Perkim Aceh



e RP3KP provinsi ini nantinya harus dapat memotivasi penyusunan
RP3KP kabupaten/kota yang belum

e Dokumen harus fokus ke perumahandankawasanpermukiman

Dibuat Oleh:

Iswandani Lingqga, ST

Ketua Tim
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PEMERINTAH ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

JI. Pemancar No. 5, Sp. Tiga Banda Aceh

Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal

Tembusan:

1.

Pertinggal

005/8%4 [Pepram (2023 Banda Aceh, 07 September 2023 M
2 (Dua) Eks 21 Shafar 1445 H
Penting' ;
Undangan Focus Group Discusion Kepada Yth.
(FGD) Kegiatan Penyusunan (Daftar Terlampir)
Dokumen RP3KP ------omoomoee e di-

Tempat

1. Sehubungan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Aceh mempunyai
tugas menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun Anggaran 2023.

2. Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/lbu untuk

mengikuti Focus Group Discusion (FGD) Penyusunan Dokumen RP3KP
yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal :12 September 2023

Waktu  :08.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Station Coffee
JI. Soekarno — Hatta No. 68, Mibo, Banda Aceh

Acara : Focus Group Discusion (FGD) Pembahasan Pendahuluan
Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan

terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Raky
l‘, dan Kawasan Permukimang

ina Utama Madya, IV/d
680209 199803 1 004




Lampiran 1

Nomor : OQS5/834/pERElM /2027

Tanggal :07 September 2023

Perihal : Focus Group Discusion (FGD) Pembahasan Pendahuluan Laporan

Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP

DAFTAR PESERTA:

0 O R

15.
16.
17.

18.
19.

Perwakilan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera [;

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Aceh;
Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro
Administrasi Pembangunan Setda Aceh;

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh;
Sekretaris Dinas PERKIM Aceh;

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Aceh
Kepala Bidang Perumahan Dinas PERKIM Aceh;

. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PERKIM Aceh;

. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Umum Dinas PERKIM Aceh;

. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PERKIM Aceh;

. Sub Koordinator Infrastruktur dan Perumahan BAPPEDA Aceh;

. Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Bagian Peraturan Perundang-

Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh;

Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas PERKIM Aceh;

Pelaksana Teknis Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;

Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T., Perwakilan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;

DPD Real Estate Indonesia (REI) Aceh;

DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Aceh.



Lampiran 2
Nomor
Tanggal
Perihal

WAKTU

: 005/854 /VERKIM (2013
: 07 September 2023
: Focus Group Discusion (FGD) Pembahasan Pendahuluan Laporan

Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP

JADWAL ACARA

ACARA

Selasa, 12 September 2023

NARASUMBER

08.30-09.00

Registrasi Peserta

Pembukaan Acara

Kepala Dinas Perumahan Rakyat

09.00-09.30 £ G DI ion (FGD dan Kawasan Permukiman Aceh
ocus Group Discusion ( ) selaku Ketua Pokja PKP Aceh

Penjelasan Pengantar

09.30-10.00 | Focus Group Discusion (FGD) Laporan PPTK Penyusunan Dokumen RP3KP
Penyusunan Dokumen RP3KP
Presentasi Pendahuluan Laporan Penyusunan

.30-11. m Konsultan

10.30-11.30 Dokurmen RP3KP Tim Konsulta

11.30-12.30 | Diskusi dan TanyaJawab Moderator
Periiitinsan Acars Kepala Dinas Perumahan Rakyat

12.30-12.45 P dan Kawasan Permukiman Aceh

Focus Group Discusion (FGD)

selaku Ketua Pokja PKP Aceh

Makan Siang Bersama

Ruang Makan




ABSENSI







MATERI




QOut Line
A. Pendahuluan.

B. Ruang Longferp

C. Gambaran Umum
0. Kebutishan Ontn

(RP3KP) ACEH:

( Banda Aceh, 12 September 2023 )

Penyuzunan Dokumen RP3KF
Proving Azeh 2023

1. Tersampaikannya:Informasi Pelaksanaah-Penyusunan
RP3KP Provinsi Aceh;

2. Psngumpulanlﬁumemhangunawrdaﬁpemnhangan
Perumahan danKawasan-Permukiman;

3. PenyampaianiKehutuhan Data'dan Masukan:atas
Data dan Informasi yang dibutihkan;




4 Pendahul

7191
{5/

Penyuzunan Dokumen AP3KF
Provingi Aceh 2023

1. Latar Sefaécmj

vy

3. Referensi Penyusunan

Penyuzunan Dokumen RP3KF
Proving Aceh 2023

1. Latar ﬂefa@m\g

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai
dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan
kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

DPendahuluan

S

Ma &maf ’Ty’uan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokurmen Rencana RP3KP dimaksudkan
untuk membanty  Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen
rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKF) sebagai
pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumshan dan
kawasan permukiman

Sasaran

1

2.

Terwujudnyapeningkatan kapasitas pemangku kepenfingan Pemerintah
ProvinsiAceh dalam penyusunandokumen RP3KP;

Terwujudnya inferaksi dan kekrlbatan  masyarakat dalam proses
Penyusunan Dokurnen Rencana Perbangunan dan Pengermibangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh melalui
pendekalan partisipati§t melalui forum PKP;

. Tersedianyainsirumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat

operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh
seluruh pemangku kepentingan Pemerintah ProvinsiAceh;

. Tersedianyabasis data perumahar
. Terdentikasinya masalah perumahan (eksistng dan prediks) serta

terindikasiny a perkiraanarah perkembanganperumahandan permukiman;

. Tersusunnya rumusan wisi, misi, Wjuan, kebiakan, dan stalegi

pembangunandan pengembanganperumahandan kawasan permukiman;

. Tersusunnyerencanapembangunanperumahar
. Terumuskannyandikasi programpembangunanperumahar dan
. Terbangunnyakoordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi

programpembangunanperumahan 4



Penyuzunan Dokumen RP3KF
Proving Aceh 2023

2. 'Cfr:gem'i RP3KP

Dokumen RP3KP merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus

\ merencanakandan membangundalam perumahan dan kawasan permukiman Hakhal yang belum diatur
dalam RencanaTataRuang (RTRW) akan diatur dalam dokumen RP3KP.

Pmaﬁﬁafm:; ;

Indikasi Program & Kegiatan

g Froe [T oot 1S

G

merupakan;
[ ﬁt:r :ena::’an X \ o :
5 ektor Pertambangan ) Marefieksikon pelaky pymbangunan
Skenario pambangunan
RTRW “Grand Design” ofnmodend Melop (Bakabielder} pacvnclns
—. Sektor Perumahan Kaw. Permukiman ko o aspirasi masyarokat don kowason
" ddm pembangunon permykiman dalam
Sektor Perindustrian dosrh (Provin, parumohan don kawoson mamyusun don
L keglatonnya masing-
maning
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan  Permukiman  (RPIKP)  merupakan  dokumen
perencanaanumum penyelenggaraanperumahandan kawasan
permukiman (PKP) yang terkoordinasidan terpadu secara lintas
sektoraldan lintas wilayahadministratif
Penyuzunan Dokumen RP3KF

UUNg.1 Thn 2011

Pendahuluan

Tentang Perumanan Kawasan Permukiman

3. Referensi Penyusunan

UU MNo.23 Thn 2014
Tentang Pemenntah Daerah J

Proving Aceh 2023

Psl. 14, Psl 15 Pl 11 Fsl 12
Kewsjiban Pemsintah Provine oan Parumahan Rakyal dan Kawasan
Kabupater¥ata Wik menyusin REIKP Pamukimarn menyadl wusan waiit
Pemeanitah
PP Ne 8812014 Permenpera 12 Thn 2014
Penbi e han Kawasan Permuki Tentang Pedoman Fenyusunan RF3KP
Psl. 4 Fsdaman Panyusunan Rsncana
RP3KP menpakan Dokumen Perenzanzan PRE bang
Kavesan Pamukinan

SuratEdaran No 06/SEDN2022
LTenhng.Pehiﬁjul'rTéI@Es Penyusunan RP3

Poturjuk Taknis Tafa Cam Panyusunan Rencana
dan

Kevasan Pe.wmrmen.



RP3KP harus dapat menjawab:

5. Tinjauan Kebijakan

RPJPN 2005-2025
fah Pembengunen Jangka Fanjang yeng depat

= MISI = menjadl amahan datam pembangunana penimahan
= .5 dinp iaan i dasar yalu
& pembangunan yang lebih Mersta dan Barkaadilan.

Pernbanguran Kota-kala metepaliian, besar, mensrgah, dan kecll
diseimbangkan pedurbubannya dengan mengacu pada sistem
pembanguran perkotaan nasional.

Rencana iata meng digunaken ssbagai acuan kebijakan spasial
hegl pembangunen di sefiep sektor, lintas sekior, maupun wileyah
agar pemarfsatan nsarg dapat sineris, sersi, dan betkelanjulan.

L kan sisten har: yang efisien, slektd,
sena melsksanaken penegakan hukum lehadep bak alas tanah
dengan prinsip-prinsip keadilan, i, dan
demchmsi.

= Pemenuhan  peurahan  beseta  prmsamne  dan saana
perdusngrva

W RPA 20232026
Wi Lo T o L
Ul
Perb ,a.!g“ kelanjutan dan Tangguh
womon oe e a2z | Bencana
. i ian rencana dengan RTRW;

= Menirakatkan kusliies kawasan pemmukiman, gedung. kawasen
strategis dan infrastukbur pelayanan dasar;

= Menirgkatkan Kuafitas Lingkungan Hdug; dan

= Menirgkatkan Kapasites Kelshanen Daesh Tetadap Bencana

Uu 26/2007

Penataan Ruang

=i S

4. Kedudukan RPzKP

uu 172011
PKP

] TRANAS
PKP

uu 17/2007
Sizlem Perencanaan
Pembangunan

Penyuzunan Dokumen AP
Proving Aceh 2023

Penyusunan Dokumen RP3KF

Proving Aceh 2023

RPJP Aceh 20122032
Aosh yang islami, maju, damei dan ssjahtera

Tahapan Pembangunan Ke <3 (2023 - 2037}
Tahepan Pembangunen Ked (2028 - 20232}

Mengembangkan  Wilayah uniuk i dan
manjamin pementasn ([Fembangunan dasrah ierfinggal, penyediaan
sarena den prasemna ;

Memparial infesingle unbuk mendukung pemrbargunan ekanam|

dan  pefayanan  dasar (Penyedizan akses penmahan  dan
pemmukiman  yang  layak. dan  Peryediaan Pewmahan dan
Permukiman Lavak, Aman dar Taqarghau o Perkolsan).

DrafRevisiRTRW Aceh 2023
'_ o Mewgodkan Penyelsmsan Rencana Pole Ruang dan
| Shukiur Rueng vang Tednfeqrasi dengan Menguismanan
" Pmgem  Pembangunan  yang  Bevkelaniutan  oan
b Menciptarian Pefumbuhan  Evonany Berbasis Sumber
Daya Alam dan Sumber Daea fanusia

Penirgkatan peleyanan sistem pusat-pusat wilayah yang

darni Merta.

g ¥ang Maju, Adil

= Temwijucnya Aceh yang lestan dan fanggap sehadap bencara,

f dalam

kebububan

peramahan dan permukiman pun akhimya menjadi

salah  salu

isu glebal vang
dalam sustainable development goais dan feruang
* pada fujuan nomor sshelas lerkat Susfainable Ciies

ingin  diselesaikan

mera, bepadu den bedilenki;
Peningkatan akses dani dan luar Wilaysh Aceh secar fempadu dan
berkelanjutan;

F = dan kawasan budi daya
yang elekill, efislen dan berkelanjulan sea milgasi bercens;
Pengerizangan  pedumbuhan ekonomi beasis petensi SDA dan
secers merala dan berkesinamburgan

Pengerisangan dan pengeloiaan Kewasan pesisic dan pebatasan
negara sebagai bernda terdepan dan pintu gerbang negar uniuk

Menirgkatkan  akses erasyarskat
sacam berlzhap lerfadap

penumahan den pemukiman layak,

aman dan legangkau dalam mngka
mewjudkan kota {anpa
pemiukiman kumub

Werashkan selunh umeh tnggs
mamiliki akses pada hunian yang
legak, aman dan leangkan besers
layanan  infastuktur - dasamya
dalam rmengka mewujudkan kofa
tenpa penrukiman Kumuh
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~ Tahap Persiapan

Pembentukan Pokja PP

Penetapan Pokja PKP
Konsolidasi Pokja PKP
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Pendataan;
Data Primer, Data Sekunder;




Dendekatan Pelaksanaan

Pengumpulan Data.

Penyusunan Profi

lsu
PolensiFermasalahan

—-—

Tujuan Pembangunan
Pengembangan
Analisis Kerakteristk
\Wilay ah Terkatt PKP

Perumisan Konsep

(Skenario
PembarguranPengembengan PRP)

Indikasi Program
(Program Program & Kegiatan PEP)

Rencana Keterpaduan PSU
(Frasarana, Saranz & Uias Uroir

Rencana PKP
Wewenang Provinsi
Konsep Terpilih
Kebiljaken Strneg |

Alur Pikir Proses Dalam Prosedur Penyusunan

Legalitas ‘

(Rancangan Qanun)

Feterangan:
[ FakiaData
[0 Analisis
[ Rencara
1 Legaites

. PKP pada KSP sebagaimana ditetapkan

dalam RTRW Provinsg

2 PHKPpada lintas daerah kabupaten/kota;

a

. Kebutuhan

. Perumanan dan permukiman kumuh dengan

luas 10-15 hektar;

. Kebuthan penyediaan rumah yang layak

huni dan rehabiltas rumah yang tidak layak
huni begi korban bencana provinsi

. Kebutuhan fesiltes penyediaan rumah yang

layak huni bagi masyarakat yang terkena
dampak relokasi program pemerintah
provinst dan

penanganan  prasarana,
sarana, dan utilitas umum permukiman.
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2 f:’njﬁup Wif@aﬁ
(wilayah kerja adalah kabupatenfkota dalam
wilayah Provinsi Aceh)

Tabel Kabupaten Kota di Provinsi Aceh

Jumlah Kecamatan

Kabupatenfota

1 Simeulue 10
2 |Aceh Singkil 11
3 |Aosh Selatan 18
4 |Acsh Tenggara 18
5 |Acsh Timur 24
% |Aceh Tengah 14
7 |Apeh Barat 12
8 [Aceh Besar 23
] Fidin 23
10 | Bireuen 17
11 [Aeeh Utara 27
12 | Aceh Barat Daya g
13 |Gayo luss 11
14 [hceh Tamiang 12
15 [NaganRaya 10
16 |Aceh Jaya 9
17 |Benerheriah 10
18 [Fidie Jaya 8
19 | Kot Banda Acsh 9
20 | ¥oim Sabang k]
21 |Hoialangsa g
22 | ¥ota Lhokseurmawe 4
23 | Koie Subulussalam 5
9

Provinsi Aceh 290 12

Sumber BFS fceh 2033
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C. Kependudukan

Jumlah Penduduk

Jumiah Penduduk Aceh Pada
Tahun 2022 lebih  kurang
5.407.800 Jiwa.

Jumiah  Kepala  Keluarga
1.581.81600 Jiwa (Tahun
2021).

Proyeksi PendudukTahun2043,
dengan  pertumbuhan  1,37%
maka Aceh memiliki jumlah
penduduk+7.256.702 Jiwa.
Dengan proporsl 1 KK 4 Orang
maka proyeksi jumiah KK di
Aceh Tahun 2023 =1.814.177
diwa,

Ve 4

D. Kawasan Rawan Bencana

Beberapa kawasan permukiman di Provinsi Aceh yang
potensi  rawan bencana, kondisi rawan
bencana ini sebagai bahan awal dilakukan Overlay
terhadap kawasan permukiman dari KSP/RBI 2022.

memiliki

Tabel Rawan Bencana Provinsi Aceh

2 Rawan Gerrpa Bumi

1 Rawan Letusan Gunung Berapi

Distribusi Penduduk

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam
anga ftahun 2023, laju pertumbuhan
penduduk pada tahun 2020 hingga tahun
2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan
penduduksebesar 93 Jwa/km?.
Jika diihat menumt  kabupaten/kota,
jumian penduduk terbanyaic di Provinsi
Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara
sebanyak 14,6 ribu jiwa atau 11,37% dari
total jumiah penduduk di Provinsl Aceh
dengan kepadatan penduduksebesar 190
fiwakm?, sedangkan jumiah penduduk
terendah berada di Kota Sabang sebanyak
43,2 ribu jiwa atau 0,8% dan total jumlah
penduduk di PFrovinsi Aceh dengan
kepadatan  penduduk sebesar 282
jiwakm?,

139,87

2157 56

Jumiah penduduk usia kerja di Provinsi
Aceh keadsan Februai 2023 sebesar
3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu
jwa jka dibandingkan dengan Februar
2022 dan nak sebesar 7 jiwa jika
dibandingkan dengan Februan 2021,

Hal ini menggambarkan penyerapan tenaga
Kerja pada Februari 2023 ehih tinggi jka
dibandingkan dengan Februari 2022 dan
Februari 2021,

GEEATY 608183

3 Rawan Tsunam
4 Rawan Banjir

43948
39356

3148

130.503.54
181358
82.310,64

5 Rawan Banjir Bandang

6 Rawan Gerakan Tanah

17873 Ga.1a 1322473
3474894 9147 273209

& Rawan Longsor

7 Rawan Gelombang Abragi

14510

Total

135 2.098 81
108810 2296 3.53&.1%
4367603 1689278 255.037,1

Sumber: InaRisk, 2023

Penyuzunan Dokumen RP3KF
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Kemiski
Kondisi  tingkat  kemiskinan  belum
menggembirakan karena masih berada di
atas rata-rata Masional kecuali Kota
Banda Aceh yang berada di bawah rata-
rata Aceh dan Nasional. Persentase
kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahu
2013 sebesar 8,03 pefsen dan 1
713 persen pada tahun

Sedangkan  Kabupaten dengan
persentase kemiskinan teringgi adalah
Kabupaten Singkil pada tahun 2013
sebesar 18.73 persen dan menjadi
19,18 persan pada tahun 2022.

Jumilah penduduk Miskin Ekstrem per
2022 menurut Opendata Aceh, =
158.310 jiwa, terbanyak di Aceh Utara +
18.650 Jiwa. Dan Kabupaten Pidie +
22.150 jiwa.

2022,

21




2. 9su Polensi dan Permasalahan

2 Dsu Potensi dan Cormasalahan Terkait ?ﬁ'ﬁayaﬁ Studi

a. Kebijakan Sektor Permukiman dan Perumahan

P

6t 4

Penyuzunan Dokumen RP3KF
Proving Aceh 2023

Jumiah Penduduk
(Urbanisasi, Keluarga Baru)

Ketersediaan Rumah
(Backlog)

RTLH
(Kumuhy/Liar)

Ketersediaan Lahan

Sinergitas Kebijakan, Strategi. dan Program
{Legal Standing)

Dokumen Perencanaan

Anggaran Pembangunan

Penyusunan Dokumen RP3KF
Provins Aceh 2023

1. Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala

(Urban span) ;

2. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasanperkotaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi;
3. Pemenuhan T arget pencapaian penyelesaian kebutuhan rumah;

4. Penyediaan lahan (Kasiba/Lisiba).

5. Limitasi kawasan perumahan permukiman yang dimuncul akibat intervensi kebijakan nasional.

5. Penddarysas doy wssaizsi

| el faprall dedorr: vnanforgion perbinamm st s,

o Dbl Shantion gy
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Indikasi Isu Awal Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang

Terdapat Permukiman yang berada dalam kawasan hutan, butuh kebijakan terkait pemanfaatan dan pengawasan dimasa yang akan data ~ ng.

Tahwra — Aceh Besar

Fokus Studf fentunya akan
perumahan yang berada df finfas
katupaten dan kota

e

Permukiman dan Perumahan di Sigi | Permukiman dan Perumahan di Kab. Pidie | Permukiman dan Perumahan di Banda Aceh

peruntukan tanah dan Pemanfaatan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengartuhi kondisi tata
ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis

daerah; 25
; Penyuzunan Dokumen RP3KF
3. Kebutuhan Data Pows o 07
Keterzediaan Dats Legalitaz
1] Kebuwhan Data Ata Fomest = i Tidak/ Sumber Data
[Midak Loin | U caecs | Bt
i 0w [ s | - Legaiitae
RPP Proving Acchdan Kabio Bappeds
RPJM Provinsi Aceh dan Kabota Bappeda
| 3 |RTRW Prowinsi Aceh dan Kab/Kot da/Dimas PUPR
4 |KKPR Provins Aceh dan Kah/Koa Lembaga 055/SappedaDinas PUFR
ROTR KabKata 3: ]

[ATR 5% Rab v
RPUM Provingi Aceh dan Kot
RPZIM Provinsi Acsh dan Kab/Kata
5% Kumuh Kb Kom
SETE Provnsi Aveh dan Rabkon
RPIF KabiKaa
[ 12 |Perizinan P embanguran P &P Kab Ko
RPENP KPR KabHota
Mazterplan Seheoral Kb Kotz
2 Masteplan Persampahan
b. RISPAM
&. Rencana induk Sistem Protiksi Kebakaran
d. Mastarpian Drainace
e RIPPARDA
Database PP
Daabase ATLH
Fata-Pata Provins Acsh dan Kab/Kota
2 Peta Dafinias Kawasan Sumuh
b Penpgunaan Lahan Eicisting
C. Peta KRB (Kawasan Rawan Bencara)
d. Kondisi Tansh/steus perisnan koka si pemanta atan tansh
. Peea Topografi
f Peta Seharen Hawas an Pesmuloman
9. Git Saelt Kotz (update)
Jumizh Rumah Terdampak Bencana

o[ |-

o
|

|-

Cn

|




LAMPIRAN

Alat-Analisis: Evaluas! Tingkat Ketercukupan Fasilitas Analisis backlog dilakukan untuk mengetahui
DDf; = S/D; jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah,
Dirmana dengan asumsi satu umah tangga menempati satu

Proyeksi Penduduk D; = JP/Th; umah.

Pn = P*{1+(r.n}) Artmatik Keterangan

Pn = Po *(1+1)n Ekponensial ODf = dayadukung fasiltas . Haclog Kepemilan.=

Pn=Po(1+0) Geometrk 0, = demand atau kebutuhan fasilitas i jurniah KontrakSewa + Menumpang + Lainnya
5 = supply atau ketersediaan fasilitas | .
JP = jumiah penduduk Backlog Penghuni=

Kepadatan Penduduk - Thy = threshold atau ambang batas fasitas | jumnlah KK Menumpang

D= PA DDf =1 atinya D |, = &, tingkat palayanan efisien Backlog Rumah =
= DOf, > 1 artinya 0 , > 5, tingkat pelayanan mencukupi (surplus) Jumlah Rumah Terbangun — Kebutuhan Rumah
Keterangin DDf < 1 atinya D ;=< 5;, tingkat pelayanan tidak efekif

D = Keonmdusn penduduk (rakm?) Tambaharr et ar ol ds . = (=5

| = Jumien pendndos pac @hue ke 1
= Luas wieyan fm?) Teknis analisis yang digunakan untuk mencapai fujuan tersshut Migrasi Penduduk
A""‘“”EI:"’_TE"L‘"'_“_'E" "ﬂi‘m’qr"""'”"' fatio) antara laln adalah menggunakan analisis SWOT (Strengths, Mi= il, = %1000
Poya + Pop. Weaknass, Opporfunilies, dan Threais, alau Kekuatan,
DR = x ‘ Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Andisis ini guna Mi = Angkamigrasi masuk
Pissa menyusun faktor-fakior strategis digunakan matriks SWOT | = JIh penduduk masuk
B yang dapat menggambarkan pslu;‘lg dan ancaman eksternal P =Jh penduduk dagrah tujuan
KEterangan yang dihadapi, dan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan 1000 = Konstanta
oq = Cepencency ralc'angia beban Mromungan kelemahian yang dimiliki : Fomw | Q
‘ — B w Mo = o % 1000
P14 = jumiah pencucuk wsa 014 tahun a "3 ow Mo = Angkarigrasl keluar
PEO+ = jumah pencucuk usa 60 tahun ke atas i ""'"“""‘“"' . . 0 =.Jih penduduk keluar
P15-53 = |umiah penducuk usa 15-53 tahun P = Jih penduduk dasrah tujuan
1000 = Konstanta
Tabel Jumlah Penduduk Tahun Rencana
Tahun Dasar Prosentase Proyeksi Penduduk (Jiwa)
No  KabupaterKota T PO e mm ae
1 Simeulue 94.900 1,75 96.054 102.037 108.393 115145 122317
2 Aceh Singkil 130.800 242 133.266 146.309 160.629 176.350 193.610
3 Aceh Selatan 237.400 439 240.203 264720 270.116  286.442  303.75%
4 Aceh Tenggara 228.300 422 232558 255.069 279.758 306.838  336.539
5  Aceh Timur 432.800 800 438648 469.094 501.654 536.474 5713.712
] 222708 412 2380m R NG AN BaE
¥ ZoshBand FR S E 2R A A MR
B o Bawy ALED 21 4B AN HEmZ BNAW
b P 43450 &3 s mAE  sARe A
0 Bram WEER 83 dnow A ARTF BSF SEaR
M deth lisn LA MF  aHEm ERREN @nrE R e e
12 hoshRausDaya FEREE 2 1 R B AR WAE Aam
B Reewlus W A iH e e WEEE  WAED AW
4 Lok Tesierg W 53 aEss ZREn BELGRE R
1B HepmRups TS 431 TER y T ot Koy
16 AcehJaya 96.000 76 Y7608 108.050 115.225 136.05
17 Bener Meriah 168.700 312 172.98 196.107 222.319 252034 285719
18  Pidie Jaya 162.800 301 165308 178.440 192.614 207914 224430
19 Banda Aceh 257.600 476 260.196 273.572 287.638 302426  317.974
20  Sabang 43.200 0,80 44,360 50.647 57.824 66.019 75.375
21 Langsa 192.600 35 196393 216.510 238.687 263136  290.090
22 Lhokseumawe 191.400 354 19287 200.399 208.219 216.346 224791
23 Subulussalam 95.200 1,76 97.799 111.899 128.030 146488  167.606
Jumlah 5.407.800 100,00 5482990  5.876.599  6.301.525 6.760.542 7.256.709

Sumber, Data Olahan, 2023



Tabel Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim

No. Kabupaten/Kota Jiwa
1 |Kabupaten Simeulue 3.700
2 |Kabupaten Aceh Singkil 4.460
3 |Kabupaten Aceh Selatan 2330
4 |Kabupaten Aceh Tenggara 4.390

5 |Kabupaten Aceh Timur 12.760

6 [Kabupaten Aceh Tengah 10.200
7 _|Kabupaten Aceh Barat 4,540

8 |Kabupaten Aceh Besar 11.950

9 |[Kabupaten Pidie 22.150

10 |Kabupaten Bireuen 11.890
11 _|Kabupaten Aceh Utara 18.650
12 |Kabupaten Aceh Barat Daya 1.920
13 |Kabupaten Gayo Lues 4.010
14 |Kabupaten Aceh Tamiang 6.230
16 |Kabupaten Nagan Raya 6.190
16 |Kabupaten Aceh Jaya 1.370
17 _|Kabupaten Bener Meriah 10.570
18 |Kabupaten Pidie Jaya 7.210
19 |Kota Banda Aceh 4.180
20 |Kota Sabang 2.050
21 |Kola Langsa 3.630
22 |Kota Lhokseumawe 2.250
23 |Kota Subulussalam 1.680
Total 158.310

Sumber: httpsfdata.acehprov.go.id/

Persentase Tingkat Kemiskinan

Kota Lhe

PROGRESS RP3KP KABUPATEN/KOTA

No. | Kabupaten/Kota Angg;;;nTh. Metode Pelaksana Output Kegiatan
1 | Aceh Barat Daya 150.000.000|] Swakelola Dinas Perkim-LH |Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
2 | Gayo Lues 250.000.000f Swakelola Dinas PUPR  |Menyusun Buku Pendahuluan, Buku Data dan Analisis
3 | Lhoksemauwe 200.000.000| Kontraktual Dinas PUPR  |Menyusun Buku Pendahuluan, Buku Data dan Analisis
4 | Sabang 100.000.000] Swakelola Dinas PUPR  [Menyusun Buku Profil
5 | Bireuen 200.000.000| Swakelola Dinas Perkim |Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
6 | Langsa 100.000.000| Kontraktual Dinas PUPR  [Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
7 | Aceh Tengah 50.000.000f Swakelola Dinas Perkim |Menyusun Buku Profil
8 | Aceh Tenggara 50.000.000{ Kontraktual |Dinas Perkim-Tan|Menyusun Buku Profil
9 | Nagan Raya 300.000.000f Kontraktual Dinas Perkim  |Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
10 | Subulussalam 200.000.000, Swakelola Bappeda Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
11 | Simeulue 200.000.000f Swakelola Dinas PUPR  [Menyusun Buku Profil dan Buku Analisis
12 | Bener Meriah Belum
13 | Aceh Besar Belum
14 | Pidie 350.000.000,00f Kontraktual Dinas Perkim | Tahun 2023
15 | Pidie Jaya Belum
16 | Aceh Utara Belum
17 | Aceh Timur Belum
18 | Aceh Tamiang Belum
19 | Aceh Barat 530.000.000,00f Kontraktual Dinas Perkim | Tahun 2023
20 | Aceh Jaya 100.000.000,00] Kontraktual Bappeda Tahun 2022 penunjukan langsung
21 | Aceh Selatan Belum
22 | Aceh Singkil Belum
23 | Banda Aceh Sudah Dokumen Sudah Tersusun Tahun 2021
Total 2.780.000.000
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PEMERINTAH ACEH

)| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

Fea =
FANCACITA

KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

Jin. Pemancar No. 5 Simpang Tiga
Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH 23236

LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1

PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH

a. PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama Provinsi : Aceh

Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 2

Hari, Tanggal : Kamis, 2 November 2023

Tempat :Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh, di Banda Aceh
Pembuka Acara : Lutfi, ST. M.T.

Jml Peserta Undangan : 21 peserta

Jml Peserta Hadir : 25 peserta

Agenda Rapat : Pembahasan dan Analisa Data serta perumusan isu

dan pemasalah Penyusunan Dokumen RP3KP.

a. HASIL PEMBAHASAN

1. Sesi 1 — Pembukaan dan Pengantar Acara

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kasi Penyediaan dan
Pelaksanaan Perumahan, Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Bapak Lutfi, ST. MT.
menyampaikan bahwa sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang didalamnya menyatakan: urusan perumahan
rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib
berkaitan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2023
melakukan penyusunan dokumen RP3KP Aceh, sebagai suatu dokumen
perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk lebih
menyempurnakan dokumen ini maka, perlu masukan dari semua

stakeholder yang hadir pada acara Focus Group Discussion 2 ini.



2. Sesi 2 - Paparan FGD 2

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut:

a. FGD 2 ini diharapkan tercapai:

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan rakyat.

Dokumen RP3KP merupakan hasil perencanaan yang mengacu
pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stakeholder terkait
agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan
pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman
Penyelarasan Instrumen penyelenggaraan pembangunan dan
permukiman yang merujuk kepada Permen Perumahan Rakyat
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan P3KP Daerah
dan telah diperbaharui melalui SE Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2022

b. Maksud dari penyusunan dokumen RP3KP Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Dokumen Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu

Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana

penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai

pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan

kawasan permukiman..

c. Tujuan penyusunan dokumen RP3KP merupakan.

Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan
Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses
Penyusunan Dokumen RP3KP Aceh melalui pendekatan partisipatif
melalui forum PKP;

Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang
bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat
diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Aceh;

Tersedianya basis data perumahan;



Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta
terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan
permukiman;

Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi
pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman;

Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;

Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui

sinkronisasi program pembangunan perumahan..

d. Profil Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak antara 01058’37,2”-06004°33,6” Lintang Utara
dan 94°57°57,67-98°17°13,2” Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata
125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh
terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515
gampong atau desa.

Jumlah Penduduk Aceh Pada Tahun 2022 lebih kurang 5.407.800
Jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 1.581.816,00 Jiwa (Tahun 2021).
Proyeksi Penduduk Tahun 2043, dengan pertumbuhan 1,37% maka
Aceh memiliki jumlah penduduk +7.256.709 Jiwa. Dengan proporsi 1
KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2023
+1.814.177 Jiwa.

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, laju
pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022
sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km2.
Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di
Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu
jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan
kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km2, sedangkan jumlah
penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa
atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan
kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km2.



Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh keadaan Februari 2023
sebesar 3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa jika
dibandingkan dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa jika
dibandingkan dengan Februari 2021.

Kondisi tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata Nasional
kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan
Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013
sebesar 8,03 persen dan menjadi 7.13 persen pada tahun 2022.
Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi
adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18.73 persen
dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022.

Jumlah penduduk Miskin per 2022 menurut Portal P3KE, £2.541.677
jiwa, terbanyak di Kab_Aceh Utara +11,31% dan Kab_Pidie
+10,64%.

e. Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

RPJPN 2005-2025: Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung

oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan

perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara
berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Permukinan Tanpa
Kumubh.

RPJMN 2020-2024:

Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap

Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau.
Pendekatan melalui strategi: (a) Demand Side; (b) Supply Side; (c)
Enabling Environment.

Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan
perkotaan di Wilayah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau
Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe).
Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat
pertumbuhan wilayah.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan
Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh); (a) Pembangunan Rumah
Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN; (b) SPALD-T Skala



Permukiman; (c) Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota
(TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota
Langsa); (d) Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis
Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe.

SDGs (11.1): Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan
masyarakat terhadap rumah layak hunni, aman serta terjangkau
disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh.

RPA 2023 — 2026: Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan

infrastruktur Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan
Rumah Layak Huni (53,91%); Persentase rumah tangga dengan
akses air minum layak (88,8%); Persentase rumah tangga dengan
akses sanitasi layak (80%).

Kebijakan Tata Ruang:

Pusat Kegiatan Nasional (PKN): meliputi kawasan perkotaan Banda
Aceh

Pusat Kegiatan Wilayah )PKW): meliputi Kota Langsa, Bireuen,
Takengon, Meulaboh, Blang Pidie, dan Subulussalam

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (KPSN): meliputi Sabang,
Lhokseumawe dan Aceh Utara

Pusat Kegiatan Lokal (PKL): meliputi Jantho, Sigli, Meureudu,
Lhoksukon, Kuala Simpang, Idi Rayeuk, Calang, Suka Makmur,
Tapak Tuan, Redelong, Kutacane, Blangkejeren dan Sinabang.
Rasio Terhadap Tutupan Lahan (50%) Maka Aceh masih dalam
Kategori Rendah. Potensial Lahan: 2.252.029 ha.

3. Sesi 3 - Diskusi Panel
a. lbu Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT, Perwakilan Akademisi Bidang
Perumahan dan Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh:

Perlu diperhatikan landuse
Perlu penyesuaian/sinkronisasi terhadap RTRW Aceh
Perencaaan yang dilakukan perlu diperkuat oleh Mitigasi dan

adaptasi terhadap bencana



Wilayah pengembangan permukiman yang berada di kawasan
rawan bencana dipertimbangkan keamanannya

Hasil akhir RP3KP nantinya harus diupdate sesuai dengan RTRW:

b. Bapak Mursal dari DPD REI Aceh

Pengembang memerlukan data xona perencanaan permukiman;
Untuk perencanan kebutuhan rumah perlu di tinjau supply dan

Deman Perumahan.

c. Marlina, DPD Apersi;

Mohon bantuan Pemerintah Aceh untuk dapat mengeluarkan lahan
tidak produktif menjadi lahan yang bisa dikembang untuk
perumahan,;

Pada kawasan Industri perlu direncanakan untuk menyediakan
perumahan karyawan.

Bantuan PSU untuk rumah komersil perlu perhatian juga dari

pemerintah Aceh, sehingga dapat dibantumelalui APBA.

d. Irfandi, BP2P S1.

Penyusunan sesuai dengan Pedoman Penyusunan (Permen
12/2014 dan SE 06/2022);

Penyesuaian terhadap penggunaan eksisting;

Perhatikan SPM terhadap Perumahan dan Permukiman;

Luasan administrasi disesuaikan dengan RTRW Aceh;

Penyediaan perumahan dengan konsep Mandiri.

Arah pengembangan perumahan dan permukiman sesuai dengan
rencana PSU Regional.

Penyebaran rumah tidak layak huni dan kemiskinan ekstrim P3KE.

e. Syafrina, Bidang PLP Dinas Perkim Aceh

RP3KP Provinsi harus menggambarkan karakteristik daerah/tipologi
permukiman

Lahan produktif harus tetap dipertahankan untuk ketahanan pangan.
Harus menyinkronkan antara perumahan, PSU dan sanitasi,
sehingga sumber air bersih dapat terus terjaga dan limbah rumah

tangga dapat terlayani.



e Perlu adanya permodelan rumah sehat dan sanitasi yang baik

Bayu, BKKBN.

o BKKBN memiliki data RTLH yang detail, sampai BNBA

o BKKBN mengharapkan dilakukan koordinasi pengembangan atas
penggunaan data yang diberikan;

o BKKBN telah berkoordinasi mengenai data kemiskinan, luasan
wilayah kabupaten.

. Ibu Eka, Bidang Program, Perkim Aceh

¢ Tinjauan (Keterpaduan, Keberlajutan, Proporsional, dan ke lainnya)

e Harap di cek kembali jumlah Penduduk miskin terupdate.

e Skala peta 1: 50.000.

. Ibu Ina, Biro Adm. Pembangungan Setda Aceh

Mohon digambarkan target yang diamanahkan dalam RPA terhadap

tahun terkini.

Agus, Kepala Bidang Perkim Aceh

Kegiatan Penyusunan dokumen RP3KP ini harus disesuaikan dengan

waktu pelaksanaan (Kontrak)

Ibu Uya, BPPW

e Perbaiki data kawasan kumuh dengan kondisi pemuktahiran
Kawasan Kumuh yang terbaru;

¢ Kondisi saat ini luasan kawasan kumuh di Aceh £8.000 ha
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PEMERINTAH ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

I Pemancar No_ 8, Sp. Tipa Banda Aceh
. ———————————————————————

Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal

Tembusan:

1

Pertinggal

Banda Aceh, 30 Oktober 2023 M

Y LD fetiue [ 202X
- //p - //N{. ‘“/ ' 15 Rabi‘ul Akhir 1445 H
2 (Dua) tks
Penting
Undangan Focus Group Discusion
(FGD-2)  Kegiatan  Penyusunan
Dokumen RP3KP ----cceemeemoeocneonn di-

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)

Tempat

Sehubungan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Aceh

mempunyai  tugas menyusun  Rencana Pembangunan  dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun

Anggaran 2023.

. Sehubungan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk

mengikuti Focus Group Discusion (FGD-2) Penyusunan Dokumen RP3KP
yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal :02 November 2023

Waktu  :09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh

JI. Pemancar No. 5 Simpang Tiga, Banda Aceh

: Focus Group Discusion (FGD-2) Pembahasan Data dan
Analisa serta Perumusan Isu dan Permasalahan Penyusunan

Dokumen RP3KP

Acara

. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan

terima kasih.

P
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Lampiran 1

Nomor

Tanggal :30 Oktober 2023
Perihal  : Focus Group Discusion (FGD) Pembahasan Data dan Analisa serta Perumusan

Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP

DAFTAR PESERTA:

1. Perwakilan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;

3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera [;

4, Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro
Administrasi Pembangunan Setda Aceh;

5. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh;

6. Sekretaris Dinas PERKIM Aceh;

7. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA
Aceh;

8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Aceh;

9. Kepala Bidang Perumahan Dinas PERKIM Aceh;

10. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PERKIM Aceh;

11. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Umum Dinas PERKIM Aceh;

12. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PERKIM Aceh;:

13. Kepala Bidang Data dan Informasi BKKBN Provinsi Aceh;

14. Sub Koordinator Infrastruktur dan Perumahan BAPPEDA Aceh;

15. Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Bagian Peraturan Perundang-
Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh;

16. Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas PERKIM Aceh;

17. Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas PERKIM Aceh;

18. Pelaksana Teknis Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;

19.Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T., Perwakilan Akademisi Bidang Perumahan dan
Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;

20. DPD Real Estate Indonesia (REI) Aceh;

21. DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)

Aceh.



Lampiran 2

Nomor
Tanggal
Perihal

WAKTU

: 30 Oktober 2023

: Focus Group Discuslon (FGD-2) Pembahasan Data dan Analisa serta Perumusan
Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP

JADWAL ACARA

ACARA

Kamis, 02 November 2023

09.00 - 09.15

Registrasi Peserta

Pembukaan Acara

NARASUMBER

Kepala Dinas Perumahan Rakyat

09.15-09.30 e dan Kawasan Permukiman Aceh
Focus Group Discusion (FGD-2) selaku Ketua Pokja PKP Aceh
Penjelasan Pengantar
09.30-09.45 | Focus Group Discusion (FGD-2) PPTK Penyusunan Dokumen RP3KP
Penyusunan Dokumen RP3KP B
Presentasi Data dan Analisa serta
09.45-10.45 | Perumusahan Isu dan Permasalahan Tim Konsultan
. Penyusunan Dokumen RP3KP
t
|
; 10.45-12.30 | Diskusi dan Tanya Jawab Moderator
' Banist s Kepala Dinas Perumahan Rakyat
| 12.30-12.45 SMIpEN Oedia dan Kawasan Permukiman Aceh

Focus Group Discusion (FGD-2)

selaku Ketua Pokja PKP Aceh

Makan Siang Bersama

Aula Dinas Perkim Aceh
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FGD-2
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Diokumen APIKP merupakan besd persncanaan yang mengacy
pada kondsi daerah, disepaks oleh berbagal stakehoider
terkal agar dapat dgunskan sebagal scuan  dalam
pembangunan dan pengembangan Kawesan perumahan dan
kawasen permikiman.

Harapannys, Dokumen RP 3P gizn mengad aouan apemsonal
by pembanguran dan pergsmbangan kswssan pecumahan
dan kawasan permukiman dan sesssl dengan Rendana Tata
iRluiamg Wiilenah.

Mshsud

Pelsksanaan Kegalan Penyusanan Dokumen Rencans AP3RP
dimakizuckan untuk membanty Pemenniah Provinsl Aceh dalam
menyiapian dokWmen FencEnd penanganan perumahan dan
kawasan pemukiman (PRP)  sebegsl  pedoman  dalam
menyelengoaraken kegiatan di bidang perumahan dan kawwasan
pemrukiman




Makzid & T

1. Terwujudiya peninglaian kapasios pemanghs keperdngan
Pemerdmiah Provinei Aceh calam penyusunan dokumen RP 3KP;

i Terwuyudoya inferaksi don keteribobn masparkal dalam
proses. Pefjusnan Dokumen Reccana Pembangunan dan

Peromahan dan  Kowssan Permuksman

[RPIHP] Prowns Aceh melalw pencelaten parispss| metakd
loram PHP

3 Tersedianys ipsTumen peranganan perscalan pembangunan
yorg bersidst cperasomal paca howasan pemrukiman pricrites
oy dapal dioct oleh sdunih pemangni | kepeningan
femenniah Provensi Aceh

4 Tefesdismya besis data perumahan;

Makzid & T

5. Tendentifkzsnyz maslah peromahas (sheising dan preciksi)
dan pemmdksman

8. Temesnrys namisan wml mms bpan, kebgakan, dan
sTalegl pembangeran dan pengembangan perumaban dan
kawazan permiim

7. Tersusurmyn rencara pembangunan penamaban;

. Tensmuskannya indiesi program pembangunen perumahan
dan

8. Terbangunnys koordinas dontra pam stakePolder melahi
EInk ranisas program pembargunan penimakan
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DAFTAR HADIR PESERTA

"I T, Duiah Mitra Ve alisi
/Development Engineermy Convufiant

FOCUS GROUP DISCUSION (FGD-2) PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP
RUANG RAPAT DINAS PERKIM, BANDA ACEH

Hari/Tanggal : Kamis, 02 November 2023
Tempat : Banda Aceh / \
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Penyampaian
Kajian Kebijakan;
Kondisi Fisik;
Kondisi Sosial Budaya, dan Kependudukan;
Kondisi Perekonomian;
Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas;

Rumusan Awal.
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Direas Perumaban Rakyat dan Kawasan Permukiman

PENDAHULUAN

s
==
o

elakang Maksud

FALIPE AN

Tuj Gambaran Umum Wilayah

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

n PEMERINTAH ACEH

Direas Perumaban Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu
kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan
dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya
kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui
pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu
kebutuhan dasar manusia.

Dokumen RP3KP merupakan hasil perencanaan yang
mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai
stakeholder terkait agar dapat digunakan sebagai acuan
dalam pembangunan dan pengembangan kawasan
perumahan dan kawasan permukiman,

Latar Belakang

Penyelarasan Instrumen penyelenggaraan
pembangunan dan permukiman yang merujuk kepada
Permen Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan  dan  Pengembangan  Kawasan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah dan
telah diperbaharui melalui SE Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2022.

Harapannya, Dokumen RP3KP akan menjadi acuan
operasional bagi pembangunan dan pengembangan
kawasan perumahan dan kawasan permukiman dan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



PEMERINTAH ACEH

Dinas Perumahan Rakynt dan Kawasan Pcrrnuhm:n

Maksud & Tujuan

B Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dekumen
Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu
Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan
dokumen rencana penanganan perumahan dan
kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman
dalam menyelenggarakan Kegiatan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman

B Tujuan

1.

2

o

o b

0 o =l

Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah
Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;

. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumanan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh mealalui
pendekatan partisipatif melalui forum PKP;

. Tersedianya instrumen penanganan perscalan pembangunan yang

bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat
diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;

. Tersedianya basis data perumahan;
. Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta

terindikasinya perkiraan arah  perkembangan perumahan dan
permukiman;

. Tersusunnya rumusan visi, misi, fujuan, kebijakan, dan strategi
pembangunan dan pengembangan  perumahan dan  kawasan

permukiman;

. Tersusunnya rencana pembangunan perumanan;
. Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
. Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi

program pembangunan perumanan.

cana Pembangunan dan Pengembangan Persmahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

PEMERINTAH ACEH i
Dinas Perumahan Rakynt dan Kawasan Pcrrnuhm:n
; o v | Sisilp
n Geagzaﬁs dan Administrasi o
s .
Sisi Barat

Daerah Aceh yang tedetak di bagian
pakng Baral qugusan kapudauan Nasamara,
mandudull posesi stratagis sebagal paty
gesbang  ladu  Bntas  pemlagaan  dan
hebiidayaan yang manghubdngkan Tamu
dan Basal sefak besabad-abad lamgau.
Aceh semng disabut-sebid sebagal tamgat
pessinggatian para pedagang Cina, Eropa,
India dan  Asab, sehingga merjadikan
disrah Aceh partama masukiya budaya
dan agama di Nusantara.

Provinsi  Aceh ledatak  anfasa
01058'37,2°-06004'33 6" Lintang  Utarz
dan 84:67'57 6"-88417'13,2° Bufur Temur
dengan katinggian rafi-rata 125 meter di
ataz permukaan . Pada fahun 20227
Provins! Acahtardii atas 18 Kabupaten dan
5 kota, 290 kecamatan, 6515 (ETIPOng
atay desa. Secara adminiztrasl, Provins
Aeah berratasan dangan:

Gambaran Umum Wilayah

g“ﬂl Luas Administrasi Aceh Muenuml KabiKota Tahun 2022
- Provinsi Sumatera Utars No hat!up!tc Kota  Lu Luas {Ha)
' i 1 Aceh Seéaran 3.841,80 324.180,00)
|2 laceh Tanggara 4.231.43) 423.143,001
3 eh Timur 8.285,01 £28.501,00
4 Ageh Tangah 431634 431,639,00
5 lAcen Barat 2.827.95 202,795,001
B Mceh Besas 2.969,00] 266,800,00]
P 3.086,95 308.585,00
8 e Wtasa 3.236,845 323.686.00
9 I 2.051,48 205.148,00
10 Jceh Singel 2,185,001 218.500,00
11 Biraun 1.801,20) 190,120,
12 Ageh Basat Daya 1.480,80 148,060
13 Gayo Lues 5.719,58 571.958,
14 Yuceh Jaya 3.812.99 381.288)
: |15 Hagan Fiaya 338372 3337200
16 _lhgeh Tamiang 1.956,72] 195,872
17 Baner Medah 1.454,0 145.409,00)
18 Fidia Jaye 1.073,50) 107 360,00
B Kol
19 Barda Aceh 51,38 5,136,001
. 20 Sabang 183,00 15.300,00
21 Lhokseumawe 181,06 18.106,00
22 Langsa 282,41 25.241,00
— {23 Bubuussalam 1.381,00 139.100,01
Aceh 57.956, [ 5.795.600

Sumber, Kemendagel (100) 2023



PEMERINTAH ACEH

B Karakteristik Wiayah
[

Dinas Perumahan Rakynt dan Kawsssn Permukiman
Ll S

PEMERINTAH ACEH

Gambaran Umum Wilayah

66.407.73

272048}

E

BT FA

Sumber: Olahan, 2023

370509
B
| 19 Kok Banda ficeh 4168,47] | #1330 6.303.94
[ 20 Kotz Sabang 300516 281674 721050 1253550
| 21 Kota Lhokesunaws 12.704.8 | 2. B4R, 15.350,3.
22 KotaLangsa 18.436.84 | dies) 72,8534
23 Kot Subulussalam 0984013 1618630 117.625 4|
Aceh 2.565.093,30( 2.932.470.24 282.281.50  5.109.785

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Dinas Perumahan Rakynt dan Kawsssn Permukiman
S

Jumlah Penduduk

Jumiah Penduduk Aceh Pada
Tahun 2022  |ebih  kurang
5,407 800 Jiwa,
Jumiah  Kepala
1.581.81600 Jiwa
2021),

Keluarga
{Tahun

Proyeksi Penduduk Tahun 2043,
dengan pertumbuhan  1,37%
maka Aceh memiliki jumiah
penduduk =7.256.708 Jiwa,
Dengan proporsi 1 KK 4 Orang
maka proyeksi jumlah KK di
Aceh Tahun 2023 =1.814.177
Jiwa.

Distribusi Penduduk

Berdasarkan data Provinsl Aceh dalam
angka tehun 2023, laju pertumbuhan
penduduk pada tahun 2020 hingge tahun
2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan
penduduk sebesar 93 [iwa/km?.

Jika  dilihat menurut  kabupatenhota,
jumiah penduduk terbanyak di Provinsi
Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara
sebanyak 614.6 ribu |iwa atau 11,37% danl
total jumiah penduduk di Provinsi Aceh
dengan kepadatan penduduk sebesar 190
fiwakm?®, sedangkan (umlah penduduk
terendah berada di Kota Sabang sebanyak
43,2 ribu jiwa gtau 0,8% darl total jumiah
penduduk  di  Provingi  Aceh  dengan
kepadatan  penduduk  sebesar 282
flwakme.

Gambaran Umum Wilayah

Tsnga ria

Jumiah penduduk usia kerja di Provinsi
Aceh keadsan Februan 2023 sebesar
3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu
jwa jka dibandingkan dengan Februari
2022 dan nak sehesar 7 jwa  jika
dibandingkan dengan Februari 2021,

Hal Inl menggambarkan penyerapan tenaga
kerja pada Februari 2023 lebd tingg [ika
dibandingkan dengan Februar 2022 dan
Februar 2021,

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Kemiskinan

Kondisi  tingkat  kemiskinan  belum
menggembirakan karena masih berada di
atas rata-rata MNasional kecuali Kota
Banda Aceh yang berada di bawah rata-
rata Aceh dan Masional. Persentase
kemickinan Kota Banda Aceh pada tahun
2013 sebesar 803 persen dan menjadi
713 persen pada tahun 2022,
‘Sedangkan Kahupaten dengan
pergentase kemiskinan terfinggi adalah
Kabupaten Singkil pada tahun 2013
sebesar 18,73 persen dan menjadi
18,18 persen pada tahun 2022,

Jumlah penduduk  Miskin per 2022
menurut Portal P3KE, +2.541.677 jiwa,
terbanyak di Kab_Aceh URara + 1131%
dan Kab_Pidie + 10,64%.




PEMERINTAH ACEH .
Dinas Perumakan Rakyat don Kavwszan Permukiman

KAJIAN KEBIJAKAN

Implikasi Kebijakan Pembangunan Kebijakan Tata Ruang Arah Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

0 PEMERINTAH ACEH - Arahan Kebhijakan

Direas Perumaban Rakyat dan Kawasan Permukiman

[ Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP
RPJMN 2020-2024

RPJPN 2005-2025
Pertgembangan Kawasan Perkotaan

;‘”Hmﬁ“i‘a m’;““h“’; fupian ?al':ﬂ ;ﬁ““”m + Pengembangan kawasan perkotaan di Wiayah sebagal pemacu

Eh FHEMRIm dof SEiEnd,, SCr ungan pertumbuhan ekonoml Pulay Sumatera {Kota Banda Acsh. Sabang,
pembiayaan perumahan bagl seluruh  rakyat Langsa, Lhokseumavie)
Indonesia. Pembizyaan sscara  berkelanjutan, i i faan
Py e g el ﬁg::tan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
Kumih. i

e e e e * Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangl Kesenjzngan Dan Menjamin

RPJMN 2020-2024 Pemeratazn (Provinsl Aceh);
Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap +  Pambangunan Rumah Susun termasik untuk buruh, pekerja dan ASN;
Terhadap Perumahan dan Permukiman  Layak, +  SPALD-T Skala Permukiman

aman dan Terjanghau. +  Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) (Kota Banda Aceh,
Pendekatan rneI.aiLu strategl: Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa),

1. Demand Side; +  Sistem Pengelolaan Persampshan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kota
2. Supply Side; Lhokseumawe.

3. Enabling Environment.

SDGs (11.1)

Target akhir, memastikan akses seluruh
lapisan masyarakat terhadap rumah layak
hunpi, aman serfa terjangkau disertai
meningkatnya  kualitas  permukiman
furnuh,

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023




PEMERINTAH ACEH
=3 Dinas Perumaban Aakynt don Kavwesan Permukiman
-

Implikasi Kebijakan

B Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan

BEA 2023 - 2026
Tugsan Sagaran Sralegi

MenngkEien B2 Menngeimyi MERGIMN e pEnEREn «
Percaatin Kesgsusien o riang dan sinsktur nang
Pameratzan Encam
Panbengman pembangun
yanmg tiangan RTRW
Berkedanprian 83 Nennghakn Peninghatan  Bilvsiuds  unik «
dw Tengun WS SDR MEngitis  (Rmasiingl Sumbes

Bemini takm sl Dad AN osena  pemeniha
bak kabutuhan air masyaake

Arah Kedijnkm
Pengendzhan [=EETR T
Pelaienaen siruktur nieng tn pok
T dengan RTRRE

Pennghatan  infreshubtur  irgas
MK MEnETE hetesedaan ar
pada seal buddaya patanen.
Pennghalan londisi  lradig
SDA  madskun)  koreeras
mndeyeqnzan  SDA dan
pangendafizn dayE FusEk Sumber
&

Pengendalian banr pada deerah
Tewan bencana banjr.
kelembagm  dn
[rmRer Ay Masyarik

G4 A .
ke hawasan g jrasaand & minem Emiah
EmumEn persampahan. dramazz. (ECing
eding dan  rumsh layak huni/nmeh tidak lzyak
lEwazan shaegs hin masd, awean seegs
sl niesnde seta pESEAnS saEnd wias

[Elayanan DAssr UMM KEWAS [RITURTAN N
85 Nenngkaken Meangratian

Kuafties pessampanan

Lineghairegan Hikup,

PEMERINTRAH ACEH
Dinnt Perumahan Rakya! dan Kewasan Permukiman
S

B Indikasi Arahan Zonasi

PN — Pemenfagtan Ruang untuk kegiatan  ekonomi
perkotaan berskala internasional dan nasiona;

PEW — Peranfagan Reang unfuk kegistan  ekonomi

perkotaan berskala Provinsi;

Pernanfaatan Ruang untuk kegistan  ekonomi

berskala Kabupatan/Kota .

PEL —

1. pengemienpan Kawasan Perkotazn (FKVW) sebapa pusat permuki
dengan fingkat intensitas  Pemanfastan  Rueng menengsh  yang

Engelisn  Pembmminan  dan
I

F tan  penyediEan
mumah By uniodan  koran
bancens, penngkeEET nirastuko
sl gl kiwesin
[emmudman, Banganan geding dan
arw N St

Pembangunan  dan  Paninghaian
sops santan byak penpaolan
persampahan, Siskm Dramse
Penngkatan  dan  pambengunan
palayenan dan pemerutian standar
lulgktes ai minm.

peningkasn
e sdanda

ot g g gl arah
dikendalikan;
2. Pengemiangan  kawasan perd diarahh pada
pengembangan ruang permukiman harizental dengan

mempertmiengkan  kegiaten dalam kawasan perdesaan, mencakup

f Permahan dan

kegiatan perianian, perket peternakan, ik
pengefolazn sumber daya;

3. Mempertahankan kondisi perumahian eksisting:

4. Mengembangken perdagangan jasa;

5. Pengembangan sistem transit dan p b kawasan

transit;

8. Mengerbangkan  kawaszan  permukiman  vertikal  pada

perdotazn dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga

tinggi:

7. Kawasan perkotean yang memiliki karakterishk intensitas pernanfaatan

ruang menengah, mencakup kawasan perkotan selain yang
sehagal kota inti PN

8. Membangun fasilitas dan utilites kepentingen umum serta kegistan yang

mendukung  akiivitas  bandara  dengan  memperhatikan
Kesslamatan  Opsrasi Penerbangan (KKOP

kawasan

berfungsi

Kawazan

Persantase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur
Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan
Rumah Layak Huni

53,91%

88,8%

Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak

80%

Parsentase rumah tangga dengan akses sanitasl layak

Nazmsl (PEN)

fs sur Vilzya Kot Langaa.

Jawasan Pedotain Bamen, Kabupm B

J awam i Pesorans Takenpon Kiugam Aosn Tengn

J¢ 2wz an Pratan Ned o Kugetn ko Sart

L 2bi gRoe KEEEEn,

¢ 2w Peonaas SbduesEm Kot S aa

© Pues Kegatsn Swateg: Nemons (PRSH) metput

| faw=rrocseteag imsong or
WET FONTED GRUTL KOE LOGRTRMS OF

i Kabgpern Acd Uas

Coye o

Kawasn Peudaz 2, Kot A Besy
[z FonoizEn G KTgpaTnfiae

[ v an Perctaan Mewsodu Koupats Pioe Jayz
[ Prrotaan hoission, Katpads A U

[F B 2 Periotaan Kl S mpang. Kalepae A0 Tamang.
| 2w Pemotzan o Rayeus, Katupden Ao Thmpr,

[ awasan Penetian CEang. KD Acen .y

[zt an Pedotasn Sz Mewmue Katpdm Nagm Ry

[ 2w an Pekozan Tapak Tian, Kabopaon Aom Sean

[ 2 Petazn Fecaong K Dep2en Benar hemn

F aWE I FehoEEn KURTs KTUEEn AN TR
Kaasn Pandam Sagasen Kapam SyoLes

| 2w an Pekotazn Singiet, K Dupaen Aceh Sag

[ v Pesiotzan Srapang. KDupamn Smedie.
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PEMERINTAH ACEH . Kebijakan Tata Ruang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasen Pormukiman

ermukiman Dalam RTRW

Luaz (Ha)

TE455

595257

223

3

273170

285.8%

3704

1011

1.0

177.360

250782

201582

1.6%0

210636

120

25

123

Wz

n

——
225153

PEMERINTAH ACEH
Dinas Perumahan Rakyal dan Kewasan Permutiman

KONDISI FISIK WILAYAH

IH!HE"“ Lahan Aceh Kemamguan Lahan ggya Tampun Lahan

UG IR LG VEIIITRT T e e ey
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PEMERINTAH ACEH .
Dtnat Perumahan Aokya! dan Kawazan Permulaman
B

Tutupan Lahan

LUAS {HA) | Permukiman
3?-3‘?2 gg Transmigrasi
531 706 36 | I36 I Bandars ( Pelasuhan
4 [Beluker Rawa ~69.191,08 | I Fertombongen
5 |Hutan Lahan Kering Primer 1.815.925.51 I Hiten Lahan Karing Primer
"7 |Hutan Mengrove Sekunder 2656011 MO o e o ekt
B_|Hutan Rawra Primer 10.748.16 I Hutan Rawa Piimer
8 [Hutan Rawa Sekundear 89.558,17 Hutan Rawa Sakunder
| 10 [Hutan Tanarman 116.630,02 B ivan Mangrove Sekunder
11 |Pemakiman 144.010,67 | Hukan Tans
12 [Perkebunan 692.831,59 i
13 Perambengan 546,04 I sovon
14 _[Pertanian Lahan Kering 141.872,04 Peranian Lahan Karing
15 |Pertanian Lahan Kering Campur 472.283,43 BB Fatanian Lahan Kering Campur
| 50.538,00
727.813.58 - Parkabunan
70.458,23 Beiukar
Belukar Rawa

Savana ! Padang rumput

- Tanah Terbuka
- Tambak

Badan Air

5,683.474,85

Sunber. Padenan KLHK can RE| 2030

Rencana-Pembangunan-dan Pengembangan Perumahan-dan Kawasan Permukiman- Tahun 2023

PEMERINTAH ACEH
Dinat Perumahan Aokyal dan Kawazan F::_mmamnn Kemampua L

- Nilai Kemampuan Lahan Pengembangan
Permukiman

Zangal Rendah i N S 5 Sangat Ting g -

cenBanat =RE 1033, 01 A STALL00

jLoenBat Dayd 7.0 7 E 5 = 354835

jicenBesa T2ATR.S2 9257 3 8003704
jicen Seamn 4,269 85 13018452 T 12348640

5.003.55 S| M B2E3511
13.119.50 S 63750 11620347
063334 23093401 1220, 1028555
1%.55015 1738038 53453 TE8.97
HELE #4933 16841538, 75389
bri by
263571
11.380 &
155257 4
fan deeniaa TS0
jota Bara Lo
foa Langsa

potaLr
H2imag 237 3095.64 70723 194588 REREEET]

4T 5482943 MT.ES5.45

30 £2.105.1) 84181 e
T ST ERET 6174128 1877825
ERL] 975682 17.38323 94 686,51
14157 3539031 s

2451442 [T

124553048 5.582.243.06

SATUAN KEVIMPLAN LAMEN
[P ragal Rerdah
2 e gL Sy

1 umas g kel i
L ]

G aenapaan Leha= Sarape Tiegs
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PEMERINTAH AGEH Daya Tampung Lahan

Ornat Perumahan Rakye! dan Kewasan Permuliman

W Optimalisasi Lahan Terhadap Permukiman

Daya Dukung Terhadap Permukiman Sangat
Tinggi.

1 [Aesh Selstan 17.400] 41838 105103 | 1os10076]  27a0] s o i ; :
[2 [Ach Tenggara naw0| 41758 a2m |  emaxoe| »awo| st £ Memiliki Jumlah Penduduk Optimal lebih besar
3 [Aeeh Timur D2 |  s®aIs 264108 | g0 @im0| si 120 dari Jumlah Penduduk Proyeksi Akhir.
[ 2 |Ach Tengah B270| 45606 a7 | 9®w7HIN zawo| si =
5 |AchBarat wre0| 2%aw 1e5418 | 1454.181920 W2e00] 51 1a1
6 [Acch Besar aiaso0| 2mom| iceam | isereagis|  alasie] st ) Rasio Terhadap Tutupan Lahan (50%)
7 |Picie 244500 316778 100047 1.000.472.755 444500 51 &2 H '
8 |Awh Ulra slama| 20407 188905 | 1889053726 sa@n| si & Maka Aceh masih dalam Kategori Rendah
9 [Smeulue samo| 1mam 57831 578.314.005 sam0| 51 118
[ 10 |Ach Singeil Domo|  1es7% 122800 | 12 0s6 850 3as00| 51 181 M
11 |Bireun 443900 179511 26504 965941 226 433900| 51 43
12 |Acch Barat Doya 155000 18501 ET 590 698 687 ssoo0] s1 i3 M
13 |Gays lues w1100] 5299% 84560 B&5 597 478 wiwa] s1 161 Potensial Lahan
[ 14 [Aeh loya 26000| 3m1l6 133986 | 13s9 808 96000 | 51 288
i7amo| 3se22s 18722 | 1872 287 573 vamo| st 213
wiso| 22197 13708 | 13MA77 68 0L500| 51 ®
168700 | 190958 BME1S 846153756 168700 51 a g
162.800 %567 | nam 3233001 162800] 51 = 32 Jiwa/Ha
57.600 555 515 220674] H7.@0] s ] Daya tampung
23200 12173 8035 80.351.029 sawo| s1 3%
191800 1535 11834 118842 384 1v1a0| 51 2
2 |Langsa 192 600 20028 16258 162581 743 1v2aa) 51 17
23 [Subulussalam 95:00| 117625 %567 766.788.0848 95200 51 158
[aceh 507.800| sem2a| 220202 | ms220100] sa7.800] 51 2

Sumber Hasil Araliza, 2023
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Dinat Perumahan fakyat dan Kawasan Permuluman

KONDISI SOSIAL, BUDAYA, DAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan Sosial Budaya
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B Proveksi Penduduk

ukiman

Sumber Hasil Proyelsi, 2023

Jih Pren du duk (e
[ 203 | 2m8 ]
.16 B2
873 05333
851 | smare
2103 ] 2%80%
30 251
13.3168
7 04682
3 [Acshitas
3 |Simeuue
10 [Aceh S
11 [Bisun
[ 12 |Aseh Bam Dy
| 13 |Gayo Lues
| 14 |Aceh Jaya 136.025
15 [Nagan Rays 244372
| 18 |Aceh Tamiang ETEN
17 |Benes Menah 265718
| 18 |Pide Jaya Za4a0
8 |Kata
19 [Sanda FAE T 287 530 NG
20 [Sabang S0&8T7 57524 75.373
21 200339 208218 24
2. 216510 230 587 250,080
iam 111 128,030 1548 167,608 |
Provingi Aceh 5876599 | 6301525 [ 6760542 156708

B Sebaran Penduduk

Kependudukan

100 00%

100 0%

4EET 4 | Z4E85ET
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PEMERINTAH ACEH
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KONDISI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Analisis Kebutuhan Lokasi

Karakteristik Perumahan dan Arahan Pembangunan
Permukiman Kawasan Perumahan dan Pembangunan Rumah
Permukiman Lintas
Kabupaten

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

PEMERINTAH ACEH . Karakteristik

Drnat Perumahan Rakye! dan Kewasan Permuloman

. Tipologi Rumah
" _ .

Secara tipologi, rumah di Aceh diantaranya, Rumah
Tapak yang tersebar. Rumah susun saat ini sudah
tersedia secara temalik (pendidikan, nelayan) seperti
di Banda Aceh, Aceh Jaya, Bireun, Langsa dan Aceh
Utara. Sedangkan untuk daerah pesisir seperti Aceh
Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Timur dan lainnya masih
"| terdapat Bangunan Tempat tinggal Panggung, yang
diantaranya juga adalah Rumah Adat Aceh.

et o e 2 FLA 2, 0 |
w

Budaya bermukim penduduk merupakan tata cara atau
kebiasan bermukim yang berlangsung pada suatu wilayah.
Budaya bermukim dapat dilihat dari proses dalam memiliki
hunian atau menempati rumah. Budaya bermukim ini tentunya
tidak terlepas dari pengaruh aturan/norma/kebiasaan budaya
setempat dan termasuk pengaruh budaya bermukim secara
umum
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Karakteristik

ol mpmwmmg&ﬁmmm

B Jumlah Rumah

T 7 Jumlah Rumah berdasarkan penguasaannya
2 530 Jumlah miliki sendiri 958.531 unit atau 77%.
£ B85 Terjadi Backlog Kepemilikan yaitu 268,322 Unit, dan
i ? Backlog penghuni yaitu 198.917 unt yang juga
= T merupakan jumiah penghunisewa atau menumpang
) S
¥ ER
B FES
7 X

8

Sumber BRKEN 2022
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PEMERINTAH ACEH . _ gk
o nmpmwmmgimmmm Karakteristik

B Proveksi Kebutuhan Rumah

Kebutuhan Rumah (U nit)

L] Kabup sten/Kota

2028 33 2038 2043 022 k)
EETS 7 3 o] (a50 22| (15380 Kebutuhan rumah ratarata pertahun adalah
d Teggn 181) [ £0,690 Unit.
o Trar T
o Tegen 1
s It e Prayeks! Kebutuhan Rumah Berdasarkan
& e Ber 3008 Kepemilikan Tahun Akhir Perencanaan
7 [Rde (52 (13815 adalah 1.545.855 Unit.
= 7 (455431
[ Smaive 25398
10 [Fedr Sl BT ) Proyeksi Hunian Bedasarkan Praporsi Berimbang
E=r 11735 3 :
o Baatilaya £33 | R 10 W W
T T e
EED %50 WE m
15 |Na@n Raya 47 .31 £ G
T o= ems B [778) . e am
7 [Beerbend H 0 ; {8308}
Prdelaya =810 3 (3.365)
Banca o e El (5925
: 2| a6 e )
11 |Lndcsaumawe 10 | 32055 (8170} ~]]
2 ez 51128 | a2 [RERE] IEEST
] [Sobtzzsam 7.975 22008 155181 1108511
Froving Acen 1460.150 | 1.575.381 225620 | ol ¢

Sumber. Arallsls. 2023
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Dinas Perumahan Rukyat dan Kewasan Pormukim
L.

B Sebaran Kawasan Kumuh

Luss (Ha) Luas kawasan perumahan kumuh dan pemukiman
kurnuh di Provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota
sebesar 5.318,82 Ha dengan jumlah kawasan

4 3 1
: = o i sebanyak 355 kawasan.
3.1 2 835
0 0 ]
3 7 1 0.7z 1 7788 | Total luas kawasan perumahan kumuh dan
7] 24 | 10 33725 7 - 8 235 | pemmukiman  kumuh  menurut  kewenangan
3 Katupaten Sireuen L} g ‘_05%?3 3 3 kel = EIT | penanganan provinsi sebesar 726,07 Ha dengan
| 9 |Kabupaten Gayo Lues 14 8833 £ . . - .
Hit [Gahpmm g = S = T = ey Jumlah kawasan sebanyak 59 kawasan.
| 11 |Kabup ater, Pide Jaya 14 12 2081 5 8235 4 125.08
| 12 |Kabupaten Aceh Tengah 2m4 ] 2 189.59 i 7 3532 1 35
13 [Fabupaten Aot Tenggara 204 | = 56389 ] ] 11814 7. 7.2
|13 [Kota Sububussalam 204 5 B1.77 1019 2 12
EEIE 7 2554 - . 1 [EED]
[E] fi 50 2 295 H HES
7K £ [1] U [] 0
|18 212 1 T4 - it
2] 3 50825 i [ 031 ] I
[20]% 1 15778 El 382 3 7
[21] 5 #13 2 %19 -
|22 [ 7 112.16 13 21.05 2
(2] H e H - - - -
Surber Cialeh, 2023 53eE 7| 8w 3s 5o i%07 o5l simist
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Karakteristik
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B Sebaran RTLH

Tidak Layak

No  Kabupaten/Kota Layak Hu Huni Total
| 1. |Aceh Selatan 38.997 19.982 58.979
| 2. [Aceh Tenggara 26.039 15.547 41.586 .
[ 3._[Aceh Timur 53.027 R.577 5604 Persentase RTLH Di Aceh
| 4 |Aceh Tengah 40801 13.243 54144
(5 AcehBarz 36338 1257 50,
6. |Acen Besar 84613 13.78 25,97%
7 [Pice 55.581 38.60
L& [Aceh Lkarz 79.956 Y .
[9.|Simeue 15.906 Wilayah Daratan ~ Wilayah Pegunungan  Wilayah Pesisir
|10} Aceh Singkil 20.883
11 [ T8 73,61% 13,55% 12,84%
|12 [Aceh Bara Daya 24.577
|13.|Gayo Lues 13.125 :
|14.[Acsh Jays 19.000 .70
15. | Nagan Raya 29.003 15.40
|16. | Aceh Tamiang 60.587 13.27.
17. | Bener Meriah 28897 11.824
. | Pidie Jaya 31.636 &0
.| Kota Banda Aceh 58.993 472
Kota Sabang 10865 L]
Kota Lhoks eumawe: 38.982 4968
Kota Langsa 34380 6.031
. | Kota Subulussaam 15.272 8.085
Aceh 919.685 322 638

Sienber BRRER, 2022
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RTLH dalam Kawasan Bencana

Cantoh Kabupaten/kota masuk dalam Zona
Kerentanan Tanah Longsor Tinggi, Zona
Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi, Banjir
Bandang Tinggi. Gempa Bumi Tinggi

Layak |Tedak Layak
Kabup sten Kata Huri Husi
Aceh Tengah %
Bays Lues 200
h Raya 295|

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

PEMERINTAH ACEH :

Negative List

=0 =% Dinae Perumahan Rakyat dan Kewasan F_u'mmmnn
o

B Kesesuaian Terhadap Tata Ruang

Kabtpsten/Keta R RN awiasan Negatif adalah kawasan yang tidak diperuntukkan untuk

1_|Aceh Selatn 33473383 lahan permukiman, baik budidaya atau lindung.
2 |Aesh Tenggana 37630626
| 2 [Aceh Tour 293.337.38
4 |AeenTengan 348.075.53
5 [AcshBarx %2243 \N/PERUNTUHKAR LUAS (HA)
B [AcehBasar 158 2590 Szwasan Hidmlogis Gambu 1836801
7 _|Fise 298.560.99 Sawasan Hutan Sl BI46567
§ |Acehlon 816761 Hamanan Huean Frodibs §95.817.26
9 [Simeuie T 7400 |  Hawasan Kenservasi 850208 45
0 [Aceh Singkal 108.110.40 1 Fawasan Lindung Gedog 1IR77
11 |Bimuen Kawasan Pedindungan Setermpat FaaN
12 |AcehBaraDaya 16178837 12203.00 Hawaszan yang Membeskan Perfindung an tefadap Kawazan Bawabannya 1854.819.28
13 [Gayo Luss 485.153.33 1563,00 | LBSTenerifkas 19985708
4 [Acehia 741400 731400 | LUASTOTAL 3889510,12
Napar ¢ 10.090.00 10.0%0.00
537200 33r2.00
56,00 5%.0
3.5400 48,00
15 Kot Banda Aceh 136400 135000
20 [Now Saarg 2.473.00 243.00
71 |Kom Lhokseumawe 250800 250800
22 |Komlangsz 1400 1.044,00
B [Kow Sunbssdan 3.007.06 100700
Aceh 188061012 13618.00

Sumber RTRW Aceh 2013
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" B Ketersediaan Lahan Permukiman

Potensi Pengembangan

Sumber, Aralizis, 2023

PEMERINTAH ACEH
Dinnt Perumahan fakys! dan Kawasan Permuuman
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Blrcen o 2054550 [ENEy 50516 535521 1895 | s 50543 909835
BE 271704 285035 18332 1240 5631 55,30 B05.00 207536
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[ TS TEas 1502008 1305239 S0z ISR |  maas 1Ea8 101521
14|foth Japn 329455 305 5 1%.02 e IEES S B35z T
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16 e Tarm 78503 EEk 35155 TE2.18 W08 19m5e FE 10043
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15[ Bz e 12250 17281 151569 EET 25| 1wz 2O82E 208014
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KONDISI PRASARANA, SARANA, & UTILITAS

Karakteristik Perumahan dan
Permukiman

Arahan Pembangunan
Kawasan Perumahan dan

Permukiman Lintas
Kabupaten

Analisis Kebutuhan Lokasi
Pembangunan Rumah
Sederhana
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Fasilitas Pendidikan (unit) Fasilitas Peribadatan (unit)
i3
1

4208

= hasficd = Gereja Protestan

* Gerejn Katholi = Vihas

ESD WSMP BSMS W SME R Porgurian Tinggl

{'( Fasilitas Kesehatan {unit)
T B4
w3
4’7( 75 ‘-
‘?’f" m
.| *: - whs = Polindes = Posyandu

« Polddinik = Puskesmas  wPUSTU
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Sanitasi Layak (%)

l YT ]

= Y gt £ 'S Panjang Jalan (km) Listrik {RT %)

L7LT2

210,87

winan Fovnn = ivan Nasonal o Pengguns PIN w Penggusa lon PN e Bukan bk

Kondisi P k Jalan (km)

vl

= falk » ey

Reni Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



PEMERINTAH ACEH
g Dinat Perumnhan Rokya! dan Kewasan P!:Jmu\u:n:r-

RUMUSAN AWAL
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PEMERINTAH ACEH

Dinnt Perumahan fakys! dan Kawasan Permuuman

KONSEP TUJUAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RPJP Aceh

Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam upaya pencapaian RPJP
Aceh yaitu " AGEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA
Atau Draff RPJPA 2025 “ACEH ISLAMI, DAMAIL MAJU, DAN
BERKELANJUTAN .

Draft RTRW Aceh

Mewujudkan Penyelarasan Rencana Pola Ruang dan Struktur
Ruang vyang Terintegrasi dengan Mengutamakan Program
Pembangunan yang Berkelanjutan dan Menciptakan Pertumbuhan
Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia
serta tetap Menjaga Lingkungan Hidup tidak Tereksploitasi
Berlebihan sebagai Bentuk Upaya Mengedepankan Aspek Mitigasi
Bencana.

Sejalan dengan RPJP Aceh, maka visi dari Dinas Perkim Aceh
"Terwujudnya Permukiman Perkotaan dan Perdesaan yang
Teratur, Serasi, Nyaman dan Berkelanjutan sesuai dengan Tata
Ruang."

2

maka dirumuskanlah visi dari RP3KP (Rencana Pembangunan Dan

Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Provinsi

Aceh adalah: "Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Aceh yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan

Berkelanjutan "

1. Amen: adanya kepestian hukum dalam menguasal ruman dan tapak, sesual dengan tata
ruang wilayah dan bukb kepemilikan tanah; teknologi perumehan dan kawasan permukiman

yeng ramah bencana, beradaptag dengan kondisi kebencanasn dan memilikl  akses
iernadap prasarana dan sarana umum keamanan .

2. Nyaran: adanya kepastian hukum dalam menguasal rumah dan tapak, sesuai dengan tata
ruang wilayah; cerdas dalam dan i int ktur p han dan
kawazan p 1 teknolog| dan kawasan permukiman yang ramah

bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanagn; memiliki sarana dan praserana
keamanan dan ketertiben ; memiliki @ses sarana den prasarna perumahan den kawasan
permukimen yang baik, terintegrasi dengen praserana dan sarana perkotasan serta dengen
simpul-zsimpul  kegistan  perkotaan; adanya kemudahan dan kepastian  kualitaz dalam
pembangunen perumahen terutama bagl MBR

3 lokal: ghargai dan melindungi ruang im budaya lokal dan budaya
modern.

4. Berkelanjutan : memperhatikan kelestarian fungsi lingh dengan adanya p af)
dan hasil guna sumber daya alam; terkoordinasi antar dan lintas kewenangan serta
pemerintahan .

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Dalam rangka untuk mencapai visi diatas, maka beberapa misi hingga tahun 2043 yang harus diwujudkan meliputi:

1) Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya ke dalam suatu sistem permukiman;

2) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
3) Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum (P5U) yang layak bagi masyarakat;

4) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan terpadu;

3) Mewujudkan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan,

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023
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N PEMERINTAH ACEH
/| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
| KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

! Jin. Pemancar No. 5 Simpang Tiga
CLLC UL Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH 23236

LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 3
PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH

a. PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama Provinsi : Aceh

Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 3

Hari, Tanggal : Rabu, 5 Desember 2023

Tempat : Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh, di Banda Aceh

Pembuka Acara : Muhammmad Adam, ST. MM.

Jml Peserta Undangan : 23 peserta

Jml Peserta Hadir : 25 peserta

Agenda Rapat : Perumusan Konsep, Draf Pergub dan Draf Qanun
RP3KP.

a. HASIL PEMBAHASAN

1. Sesi 1 — Pembukaan dan Pengantar Acara

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Bapak Muhammad
Adam, ST. MM.. Kepala Dinas mengharapkan data yang digunakan
merupakan data yang baik dan berkualitas. Dengan data yang berkualitas
akan berimplikasi terhadap baiknya kualitas dari perencanaan dan akan
menghasilkan kebijakan yang baik. Pada output kegiatan penyusunan
dokumen RP3KP ini akan menghasilkan draft Qanun. Legalisasi ganun
membutuhkan waktu yang lama. Sebagai penghubung selama proses
legalisasi gqanun, maka akan dikeluarkan Peraturan Gubernur. Hal ini
dilakukan untuk memberikan landasan hukum untuk implementasi dari
dokumen RP3KP. Dokumen RP3KP ini termasuk merupakan prasyarat
dalam pengajuan dana DAK. Untuk lebih menyempurnakan dokumen ini
maka, perlu saran dan masukan dari semua stakeholder yang hadir pada

acara Focus Group Discussion 3 ini.



2. Sesi 2 - Paparan FGD 2

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut:

a. Profil Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak antara 01058’37,2”-06004°33,6” Lintang Utara
dan 94°57°57,6”-98°17°13,2” Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata
125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh
terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515
gampong atau desa.

Jumlah Penduduk Aceh Pada Tahun 2022 lebih kurang 5.407.800
Jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 1.581.816,00 Jiwa (Tahun 2021).
Proyeksi Penduduk Tahun 2043, dengan pertumbuhan 1,37% maka
Aceh memiliki jumlah penduduk +£7.256.709 Jiwa. Dengan proporsi 1
KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2023
+1.814.177 Jiwa.

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, laju
pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022
sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km2.
Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di
Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu
jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan
kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km2, sedangkan jumlah
penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa
atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan
kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km2.

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh keadaan Februari 2023
sebesar 3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa jika
dibandingkan dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa jika
dibandingkan dengan Februari 2021.

Kondisi tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata Nasional
kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan
Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013

sebesar 8,03 persen dan menjadi 7.13 persen pada tahun 2022.



Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi
adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18.73 persen
dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022.

Jumlah penduduk Miskin per 2022 menurut Portal P3KE, £2.541.677
jiwa, terbanyak di Kab_Aceh Utara +11,31% dan Kab_Pidie
+10,64%.

b. Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

RPJPN 2005-2025: Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung

oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan

perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara
berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Permukinan Tanpa
Kumuh.

RPJMN 2020-2024:

Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap

Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau.
Pendekatan melalui strategi: (a) Demand Side; (b) Supply Side; (c)
Enabling Environment.

Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan
perkotaan di Wilayah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau
Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe).
Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat
pertumbuhan wilayah.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan
Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh); (a) Pembangunan Rumah
Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN; (b) SPALD-T Skala
Permukiman; (c) Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota
(TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota
Langsa); (d) Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis
Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe.

SDGs (11.1): Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan
masyarakat terhadap rumah layak hunni, aman serta terjangkau

disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh.



o RPA 2023 — 2026: Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan

infrastruktur Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan
Rumah Layak Huni (53,91%); Persentase rumah tangga dengan
akses air minum layak (88,8%); Persentase rumah tangga dengan
akses sanitasi layak (80%).

e Kebijakan Tata Ruang:
Pusat Kegiatan Nasional (PKN): meliputi kawasan perkotaan Banda
Aceh
Pusat Kegiatan Wilayah )PKW): meliputi Kota Langsa, Bireuen,
Takengon, Meulaboh, Blang Pidie, dan Subulussalam
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (KPSN): meliputi Sabang,
Lhokseumawe dan Aceh Utara
Pusat Kegiatan Lokal (PKL): meliputi Jantho, Sigli, Meureudu,
Lhoksukon, Kuala Simpang, Idi Rayeuk, Calang, Suka Makmur,
Tapak Tuan, Redelong, Kutacane, Blangkejeren dan Sinabang.

e Rasio Terhadap Tutupan Lahan (50%) Maka Aceh masih dalam
Kategori Rendah. Potensial Lahan: 2.252.029 ha.

c. Dirumuskanlah visi dari RP3KP (Rencana Pembangunan Dan
Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Provinsi Aceh
adalah: Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Aceh yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Berkelanjutan.
¢ Aman: adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tapak,

sesuai dengan tata ruang wilayah dan bukti kepemilikan tanah;

teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah

bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan dan memiliki

akses terhadap prasarana dan sarana umum keamanan.

Implikasi Komitmen Pencapaian:

v" Pembangunan perumahan mempertimbangkan karakteristik
MBR dan Peluang pendanaan bagi MBR;

v' Pembangunan perumahan didukung kesiapan aspek lahan dan
perizinan;

v Kemudahan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana

permukiman



Nyaman: adanya kepastian dalam pemanfaatan ruang sesuai
dengan tata ruang wilayah; cerdas dalam pemanfaatan dan
pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah
bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan; memiliki sarana
dan prasarana keamanan dan ketertiban; memiliki akses sarana dan
prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang baik;
terintegrasi dengan prasarana dan sarana perkotaan serta dengan
simpul-simpul kegiatan perkotaan; adanya kemudahan dan
kepastian kualitas dalam pembangunan perumahan terutama bagi
MBR

Implikasi Komitmen Pencapaian:

v" Penyediaan perumahan layak huni;

v Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian;

v" Peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman yang terpadu
dan merata;

v Pembangunan prasarana dan sarana yang dapat mengarahkan
pengembangan kawasan permukiman

Berbudaya lokal: menghargai dan melindungi ruang bermukim

budaya lokal dan budaya modern

Implikasi Komitmen Pencapaian:

v" menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan
budaya modern.

v" Penguatan system permukiman.

Berkelanjutan: memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dengan

adanya pendayagunaan dan hasil guna sumber daya alam;

terkoordinasi antar dan lintas kewenangan serta pemerintahan

Implikasi Komitmen Pencapaian:

v Pembangunan dan pengembangan PKP perlu diintegrasikan
dengan pengembangan ekonomi wilayah dan
mempertimbangkan aspek daya dukung dan pelestarian
lingkungan.

v' Penguatan kelembagaan, kerjsama, dan pembiayaan;



v" Dukungan system data dan Informasi.

d. Misi RP3KP

Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan

pendukungnya dalam sistem permukiman;

Pengembangan Hunian Vertikal diarahkan dengan pertimbangan

bahwa pada kawasan-kawasan Permukiman PKSN/PKN akan

memiliki intensitas tinggi atas pembangunan.

Banda Aceh sebagai PKN (Nasional/lnternasional) memiliki

keterbatasan dalam hal lahan dan potensi kebutuhan yang besar.

Dalam pengembangan hunian vertical diarahkan pada kawasan-

kawasan pendidikan, Nelayan dan arahan apartemen pada kawasan

Pusat Kota, maka dibutuhkan reteritorial fungsi kawasan dengan Kab

Aceh Besar.

Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni;

Rencana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh

memiliki sasaran yaitu berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di

Provinsi Aceh, baik melalui peningkatan kualitas maupun dengan

pembangunan baru. Berikut ini skema Penanganan Rumah Tidak

Layak Huni di Provinsi Aceh

Pengembangan Kawasan Permukiman vyang Produktif dan

Berbudaya;

Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman

yang memiliki nilai ekonomi produktif yang ada di Provinsi Aceh

memiliki sasaran yaitu :

v" Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada
kawasan perbatasan;

v" Meningkatnya kualitas kawasan permukiman eksisting di
kawasan pesisir dan pelestarian lingkungan;

v" Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di
kawasan Pusat Pertumbuhan permukiman;

v" Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman wisata untuk
mendorong kegiatan wisata.

Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak;



Mewujudkan

peningkatan akses pelayanan infrastruktur

permukiman regional, maka perlu dirumuskan strategi dan program

dimana mencakup 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

v

Terwujudnya pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah
dan penanganan sampabh;

Tersedianya pelayanan pengolahan air limbah domestik;
Terwujudnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air

minum

Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelola yang

baik (sistem Informasi, Kelembagaan, Kerja sama dan Pembiayaan).

v

Membangun Sistem Informasi dan Basis data Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas
Sektor dan Lintas Kab/Kota;

Menguatkan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Meningkatkan Kerja sama dan Peran Pelaku dalam
Penyelenggaraan PKP Provinsi;

Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan

PKP Provinsi

e. Indikasi Program
Program Utama . Sumber
Ho. Loksi Pendanaan 2024 2025 2026 2027 2028

1.40.02_|PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Pendataan Per]ye‘dman dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Kawasan PKP Aceh APBA/APBN y
Program Provinsi
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Kawasan PKP Aceh APBA/APBN v v
?:rrlgﬁrgna?]lslan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Kawasan PKP Aceh APBA/APBN y v y v
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus PKN, PKW, PKL APBA/APBN Y

Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program
Provinsi

Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh

Timur, Aceh Utara, Bireuen, Kota
Banda Aceh, Kota Langsa, Kota
Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya

APBA v V v v v

Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi Kawasan PKP Aceh APBA Y Y 3 Y 3
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Kawasan PKP Aceh APBA Y Y y Y y
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Kawasan PKP Aceh APBA v v

Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Kawasan PKP Aceh APBA v v

Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Kawasan PKP Aceh APBA y y v y v
’S)gfl:e::::;; Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Kawasan PKP Aceh APBA 3 3 v 3 v
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Kawasan PKP Aceh APBA \

’F::(;?/:Jne;ri]gunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kawasan PKP Aceh APBA y v y v
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kawasan PKP Aceh APBA v v v v
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kawasan PKP Aceh APBA y \ y \
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Kawasan PKP Aceh APBA Y N Y N
:;e:;:}:t::: Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kawasan PKP Aceh APBA N N N N
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena

Relokasi Program Provinsi APBA N N A N A
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi Kawasan PKP Aceh APBA Y 3 Y 3




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

2024

2025

2026

2001

2028

1.04.03 |PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN APBA
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Aceh IR EEERRE
Pembangunan/Pengembangany/Pemelivaraan Sistem Layanan nformasi dan
Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ho o8 | | \
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuiuh) Ha sampai dengan di Bawah 15 Aceh [ R
(Lima Belas) Ha
Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Aceh APBA | | |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Aceh APBA | | y
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh Aceh APBA y y y y y
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalamlll\/lewmudkan Ruman Sehat dan Layak Huni Kavasan PKP 1PB | | { | {
serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 |  APBA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/
Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kawasan Wewenang Acen APBA | | \ | \
Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10
(Sepulun) Ha sampai dengan di Bawa Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai Kaason Wewonang Acch oA \ \ Y \ Y
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugarany/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Kaasan Wevererg Ach P8k | | | \ |
Keria Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan
Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluf) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Kawasan Wewenang Aceh APBA y y y y \
Belas) Ha

Program Utama . Sumber
o Lokas Pendanaan 2024 25 A% A 2%

1.04.05 [PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) APBA
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Kawasan PP APBA IR R
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman PKW, PKL, KI APBA IR R
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk
Menunjang Fungsi Permukiman Kavasan PKP APBA A A \ A \
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum Permukiman Kavasan PKP APBA ) ) k ) k
Verifiasi dan Penyeranan PSU Permukiman dari Pengembang Kawasan PP APBA IR R
Keria Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman Kawasan PKP APBA \ \ v \ v
Perba!kan Pras‘arana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang PW, PKL, K 1PBA J J { J
Fungsi Permukiman
Operasional dan Pemeliiaraan Prasarana, Sarana, dan Utlitas Umum di Kawasan PKP APBA \ y \
Darmuliman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRAS| BIDANG APBIV/APBA

1.04.06 [PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan
Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan APBN/APBA y
Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang
Perumahan dengan Kualifikasi Mengngah APBN/APBA |




3. Sesi 3 - Diskusi Panel
a. Bapak Tasa Andrian, TA BPPW:
e Perlu kepastian data penutupan lahan yang akan digunakan
e Terdapat data kumuh yang harus diupdate, untuk ini dapat
menyinkronkan dengan BPPW.
e Perlu penjabaran lebih detail dalam penjabaran dari indikasi
program.
:Bapak Agung Pratama, TA BPPW
e Perlu update data kawasan kumuh
e Persentase penggunaan lahan yang digunakan untuk PSU dalam
SNI sebesar 40%, dan hal ini berpengaruh terhadap perhitungan
lahan.
b. Ibu Nanda, PUPR Aceh
e Dalam RTRW, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahnya (PKB) sudah termasuk sebagiannya lahan
gambut (SK PIPPIE).
¢ Mengenai 4 pulau yang masih diperselisihkan dengan Sumatera
Utara, PUPR Aceh, masih memasukkan dalam luasan wilayah.
c. Bapak Thantawi, Kadis Perkim Pidie
e Rancangan Peraturan Gubernur masih terlalu umum dan detailnya
hanya di dalam lampiran. Sebaiknya item-item penting di masukkan
dalam batang tubuh Pergub dan tidak hanya dalam lampiran.
d. Muhammad Adam, Kadis Perkim Aceh
e Data yang digunakan harus konsisten dan detail.
e Luasan daerah harus mengacu pada RTRW Aceh
e. Bapak Mursal Fahmi dari DPD REI Aceh
e Data yang ditampilkan pada paparan diharapkan dapat ramah
terhadap pembaca, sehingga para peserta dapat dengan cepat
memahaminya.
e Diharapkan data peta dapat dijadikan acuan bagi pengembang
dalam pengurusan ijin.
e Perlu adanya mekanisme peralihan data tidak produktif menjadi

lahan permukiman..



f. Bapak Boy, Kasi Wilayah 2 BP2P S1

e Landasan hukum RP3KP adalah perda/qanun sehingga ini juga

harus dikejar, bukan hanya sebatas pergub
g. Bapak Irfandi, TA BP2P S1.

e Produk hukum RP3KP harus ganun, sehingga dokumen ini lebih kuat
dalam implementasinya..

e Untuk batang tubuh Pergub perlu didetailkan lagi

¢ Memastikan kebenaran setiap perhitungan yang digunakan

e Perlu diperhatikan kegiatan relokasi yang disebabkan oleh kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh provinsi

e Pada Pergub/qanun, semua istilah yang digunakan diuraikan dalam
ketentuan umum, seperti istilah kawasan kumuh, hunian berimbang
dan lainnya.

h. Bapak Budi, PUPR Kota Banda Aceh.

e Harus disepakati data yang akan dipakai dalam perencanaan

e Perlu dipertajam regional perlu dipertajam

o Data dari kabupaten/kota dapat digunakan untuk memperkaya data
penyusunan dokumen.

i. Bapak Sadri, Dinas Perkim Aceh Barat Daya.

e Dokumen RP3KP provinsi Aceh ini diharapkan nantinya dapat
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen RP3KP
kabupaten/kota.

j- Ibu Dina Feriana, ST. M.Eng.Sc, Sekretaris Perkim Aceh

¢ Untuk memperkaya dan memperkuat penyusunan indikasi program,
perlu sinkronisasi dengan dina terkait.

e Untuk sanitasi telah diterbitkan rencana aksi sanitasi, mohon
disinkronkan juga dengan dokumen tersebut.

e Selanjutnya juga harus diperhatikan RPJP Aceh yang ada di
Bappeda.

e Selanjutnya acara FGD 3 ini secara resmi ditutup oleh Sekretaris

Dinas Perkim Aceh.



UNDANGAN RAPAT




PEMERINTAH ACEH N 4 7‘ ;
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN .? F
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH =55 s

IR LA
PANCACITA JI Pemancar No 5, Sp Tiga Banda Acch
Nomor 00.3"///:?.1‘ /fiwkn:r /2023. Banda Aceh, 01 Desember 2023 M
Sifat : Penting
Perihal : Undangan Focus Group Discusion Kepada Yth.
(FGD-3) Kegiatan Penyusunan (Daftar Terlampir)
Dokumen RP3KP =---smemommeemoeeae-s di-
Tempat

1. Sehubungan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Aceh
mempunyai tugas menyusun Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun
Anggaran 2023.

2. Sehubungan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk
mengikuti Focus Group Discusion (FGD-3) Penyusunan Dokumen RP3KP
yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal :05 Desember 2023

Waktu  :14.00 WIB s/d Selesai

Tempat :Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh
JI. Pemancar No. 5 Simpang Tiga, Banda Aceh

Acara : Focus Group Discusion (FGD-3) Perumusan Konsep, Draf
Pergub dan Draf Qanun RP3KP

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
terima kasih.

Dinas Perumahan Raky%

Tembusan:
1. Pertinggal



Lampiran 1

Nomor = 205/ //B5/ ferlein / 2,023

Tanggal :01 Desember 2023

Perihal  : Focus Group Discusion (FGD-3) Perumusan Konsep, Draf Pergub dan
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19. Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas PERKIM Aceh;
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WAKTU
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JADWAL ACARA

ACARA

Selasa, 05 Desember 2023

NARASUMBER

14.00-14.15

Registrasi Peserta

Kepala Dinas Perumahan Rakyat

14.15-14.30 Eembtg(aan ADC,E"a ion (FGD-3 dan Kawasan Permukiman Aceh
Octis Croup DISCUSIOTY(ECDZ3) selaku Ketua Pokja PKP Aceh

Penjelasan Pengantar

14.30-14.45 | Focus Group Discusion (FGD-3) PPTK Penyusunan Dokumen RP3KP
Penyusunan Dokumen RP3KP
Presentasi Perumusan Konsep RP3KP Aceh

14.45-154 / Konsulta

1285 Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP Aceh Ul Sl
15.45-16.00 | Diskusi dan Tanya Jawab Moderator
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
16.00-16.15 Relupanacaid dan Kawasan Permukiman Aceh

Focus Group Discusion (FGD-3)

selaku Ketua Pokja PKP Aceh

Snack dan Makan Bersama

Aula Dinas Perkim Aceh
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Out Line Penyampaian

I Gambaran Umum
I Tinjauan Kebijakan;
W Visidan Misi RP3KP;

B Konsep Tujuan, Sasaran, Kehijakan dan Strategi;

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023
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GAMBARAN UMUM WILAYAH
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PEMERINTAH ACEH

PR o . Gambaran Umum Wilayah

Luas Administrasi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2022

1 Geogmﬁémﬁdministrasi ' ﬁgm ﬁfm

Luaz (KmZ) Luaz (Ha)

Daersh Aceh yang terletak di bagian
paling Barat gugusan kepulauan Musantara,
menduduli posis strategls  sshagal pintu
gerbang  lalu  dintes  pemisgean  dan
kebud yang hubungkan Timur
dan Barat sejak berabad-soed - lampau.
fieh saring disshut-seout sehagal tempat
persinggahan para pedagang Cina, Eropa,
India dan  Asb, sehingga  menjadikan
daerzh Aceh perama masuknya budaya
dan agama i Musantara

1 1821747
1852 e52@3
1.78 174 aSQZ

Provingi  Aceh ferlatak  antara S&T7 &7 7
01058'37,2"-05004'33.6° Lintang Utz 122 063 206
dan S4v57'57 6"-081713,2" Bujur Timur 132.965 =R
dengan ketinggian rata-rata 125 meler di (= |Laga 2423 224235 |
atas permukasn faut Pada thun 2022 5 |Subuuzsaiam 1183680] 1183801 |
Provingi Aceh terdin stas 18 Kabupeten dan Acsh S6E8M7 | 56814746

5 kota, 290 kecamatan, B.515 gampong
atau desa, Secara administas, Provinsi
Aceh berbatesan dengan: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Sumber: Kerrendagri (100) 2022
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FEM L . Gambaran Umum Wilayah
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B Luasan Tutupan Lahan

ukiman

NO TUTUPAN LAHAN LUAS

1 |Badan Ar 354

2 |Bandam / Pelabuhan 84
Bk 530.969.

68807.22

3
[ 4 [Boukar Rawa
| 5 [Hutan Lahan Kering Pamer i
[

915.839.82
996.983.83

25984.65

74916

B

510.76

11

639.02

£92.268.81

14356%8.31

Sumber, Padaran KLHK dan RE 2020

PEMERINTAH ACEH

Tutupan Lahan

| Pemukiman
Transmigrasi
- Bandara / Pelabuhan
Il Focomtancen
I Huan Lahan Kering Primer
- Hutan Lahan ®ering Sekundar
B Hutan Raws Primer
| Hutan Rawe Sekunder
- Hutan Mangrowe Sekunder
Huten Tenaman
- Sawsh
Pananian Lahan Kering
0 Penenian Lahan Kering Campur
- Perkebunan
Belukar
Belukar Rawa
Savana / Padang rumput
' Tansh Tetbuka
B 7ombak

Badan Air

Rencana Pembangunan-dan-Pengembangan Perumahan-dan Kawasan Fermukiman Tahun 2023
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Kependudukan

B Proyeksi Penduduk

Jih Penduduk

270118

779758 |

4

272108

23261

473315

5723

108.383

180,629

B Sebaran Penduduk

451727

Il IR MRS

3 T 127 892
i WE0H | 128
5 2% | 2005
i3 =oE | Bed

77 | %0/ | 222319
i i 12614
B
E] 3502 | 2858
2 AEH 373
21 |t 039 | 208219
2 [t 216510 | 230807
) 8% | 128030

580500 | 6301520 | 6 I05% |

Surnber. Hazil Proveksi, 2023
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KAJIAN KEBIJAKAN

Implikasi Kebijakan Pembangunan
Kebijakan Tata Ruang
Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

PEMERINTAH ACEH .
Dinne Perumahan Rakys! dan Kawsean P:erm;n.-rr.:n Arahan KEbljakan

B Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

; ) ) . PengembanganKawasan Perkotaan
Efgenﬁug‘;rg:n:ebﬂnhagagﬂ"wsggg dddiﬂ:ugﬁ - Pengembangan kawasan perkotaan di Wiayah sebagai pemacu
. 2 g petumbuhan ekonomi Pulau Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang,

pembiayaan perumahan bagi selunuh  rakyat Langsa, Lhokseumawe)
Indonesia: Pemblayaar:  secam., berkelanfitan,  Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat periumbunan
akuntabel demi terwujudnya Pemnukinan Tanpa wilayah
Kumuh | )

O e e e e —————- . " ~ Mengembangkan Wiiayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin
RPJVIN 2020-2024 Pemerataan (Provinsi Aceh;
Meningkatian Akses Masyarakat Secara Bertahap +  PembangunanRumah Susun termasuk untukbursh, pekeda dan ASN,
Terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak, «  SPALDT Skala Permukiman
aman dan Tefiangkau. «  Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) (Kota Banda Aceh,
Pendekatan melalui strategi: KotaSabang, KotaLhokseumawe, KotaLangsa);
1. Demand Side; +  Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kota
2. Supply Side; Lhokseumawe.
3. Enabling Environment
Shes (1) Implkasi Kebiakan
Target akhir, memastikan akses seluruh » Penyediaan perumahan yeng sssus dengan tata ruang dan terpadu dengan layvanan
lapisan masyarakat terhadap rumah layak infrestruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasl publik
hunni, aman seta tefjangkau disertai + Pembangunan perumahan yang berbasis mitigesi dan pengurangan risiko bencana.
meningkatnya  kualitas  permukiman - Penyediam tanah bagi pen untuk umum.

Penegakan pembangunan dan pengembangan perumanan den permukiman sesua dengan
rencana taa ruang.

kurnuh

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2
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B Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan
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B Indikasi Arahan Zonasi

PKMN — Pemanfaatan Rueng untuk  kegiaten  ekonomi
persolaan berskala internasional dan nasional,

PKW -+ Pemanfastan Rusng untuk kegigtan  skonomi
perkotaan berskala Provinsl,

PEL —  Pemanfagtan Ruang untuk kegistan  skonoml
berskala Kabupaten/¥ota .

1. pengerbangan Kawasan Perkotaan [PIW) sebagal pusat permukima
dengan fingkat intensitas Pemanfastan Ruang menengah yang
kecenderungan  pengembangan  ruangnya ke ash  horizontd
dikendalikan;

2. Pengembangan  kawasan permubiman  perdsssen  disshkan  pada

pengemiangan ruang permukiman harizontal dengan

mempartimbangkan  kegiatan  dalam kawasan perdesaan, mencakup
keniatan  pertanian,  perkst . kehut: fernakan, ik
pengelolazn sumber daya;

I I kondisi p han eksisting ;

. Mengembangken perdegandan jasa;

. Pengembengan sistem transit den pengembangen kewesan berorientasi
transit:

6. Mengembangkan kawasan permukimen verfkd pads kawasan
perkotazn dengan infensitas  peraniaztan ruang menengah  hingga
tinggi:

7. Kewssan perkotsan yang memiliki karakeristk intensites pemenfaatan
ruang menengah, mencakup kawazan perkotaan selain yang berfungs
sebagai kota inti PKN

& Membangun fasilitas dan uilfes kepentingan umum saia kegiatan yang
mendukung skiivites bendara dengan memperhatikan  Kawasan
Keselamatan  Operasi Penerbangan (KKOP

n oo

B Arahan Pusat Permukiman

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan K:m:a.san Permukiman Tahun 2

Target

53,91%

Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur
Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan
Rumah Layak Huni

38,8%

Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak

80%

Persentase umah tangga dengan akses sanitasi layak

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan P
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KONSEP KEBIJAKAN DAN STRATEGIRENCANA
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Dirumuskanlah visi dari  RP3KP (Rencana Pembangunan Dan

Asah & Strategl p E
Pambangunan Jangha Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Provinsi Aceh
Panjang Aceh 3
adalah:
Visi Misi RPA Aceh “Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman  Provinsi Aceh

yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Berkelanjutan "

RTRW Aceh

1. Aman; adanya kepastian hukum dalam menguasa ruman dan fapak, sesual dengan taa

ruang wilayah dan bukdi kepemilikan tanah; teknologi perumahan dan kawasan permukiman
K yeng ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan dan memiliki - akzes
terhadap prasarana dan sarana umum keamanan .

i

Mysman : adanya kepastian dalam pemantasian ruang sesudl dengen fa ruang wilaysh;
cerdas dalam dan han dan kawasan
p kimen; teknologi p dan kewssan permukiman yeng ramah bencana,
beradaptasi dengan kondisi kebencanaan; memiliki sarana dan prazarana keamanan dan
ketertiban ; memiliki skses sarana den prasarana perumshen dan kawasan permukiman

yang baik; i dengan p dan sarana p serta dengan simpul-simpul
e . kegiatan perkotaan; adanya kemudahan dan kepastian kualitaz dalam  pembangunan
ekirviizs "
o Kanlll perumahan terutema bagi MBR
Y '3 Tind £ h K
nm:::m 3 lokal: mengharga dan ruang budaya lokal dan budaya
modern.
4, Barkelanjutan ; memperhatikan fungsi lingk dengan adanya

dan hasil guna sumber daya alam; ferkoordinasi antar dan linfas kewenangan sarta
pemerintahan .

embangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023
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Implikasi Komitmen Pencapaian Rurnusan Misi

L perumehan memp MBR cen
Aman Peiuenu pandanaan bagl B, Mengembangkan pusai-pusat permukiman dan kawasan
f per didubung kesiapan espek |ahan dan perizinan; pendukungnyadalam system permukiman
. serana dan P
Nyaman + Penyedizan perumahan layak huni Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni
. Penlngkaan kualitas rumah dan lingkungan hunian;
+ P akses | Kur desar p i vang terpadu dan
merda; Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak
+ Pembangunan prasaana  dan  sarana  yang  dapat  mengarahkan
b kawaszan ki
Berbudaya - menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan budaye PengembanganKawasan Permukiman yang Produbdif dan

Berkelanjutan

madem,
Penguatan system permukiman .

f dan b PKP petiu dengan
pengembangzn ekonomi wilayah dan mempedimbangkan  aspek daya
dukung dan pelestarian lingkungan.

Penguatan kelerm , kerjsama, dan pembi :

Dukungan system data dan Informasi,

Berbudaya

Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata
kelola yang baik (sistem Informasi, Kelembagaan,
Kerjasama dan Pembiayaan)

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023
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Il Misi RP3KP

1. Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya
dalam system permukiman;

Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni;
Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudaya;
Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak;
Penyelenggaraan PKP yang Didukung Cleh Aspek Tata kelola yang baik
(sisten Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaarn).

L

Konsep Kebijakan

Kebijakan

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Misi 1: Mengembangkan Pusat -pusat Permukiman dan Kawasan Pendukungnya Dalam Sistem Permukiman

Nasignal & Ek hurian dik dan tapk bag pekega industi &
ProvinsidiAcesh  (KowSanda Acch,  perkotaan danlawasan | KEX Amin, dan K1 di Aceh.
Sabang. Langsa, Induzti
Lhokcseumae)
Fasilitasi Temed: 'y Men gadaian bank Izhan bagi
penyediamn Cadangan Lahan e shan guna gemiang: h
}  bagP | vendukung pek Wwzus dan rumah MBR
MaRdip P bagi P gunan g
dan pendesaan M3R pengembangan
perurmahan bagi M2R
Penanganan Aspek B % legal
Legei Peranzhandi  untuk kewasan pertanzhan pada permukman
Kawazan p amizn yang ] dan p MaR
Permuidman dengan arahanpoia
BermasaEah ruang wikayah dan tidak
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Misi 2: Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni;

Sasaran Kebijakan

g Bedu Wame
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Misi 3: Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Produktif dan Berbudaya

Sasaran Kebgakan

Sraiegi
Mermbenian bantan samutan
perbaiican RTLH
Meningkatian luaitzs
lawasan ey

Shralegi

Sasaran

Kebijdkan

Sraegi

Menngksnya Peningkataniusites | Penataan 2 séetika kawasan
fusites Inguingan  dan esteSia danmeningetion kusitas
sksisting pada permuiiman pedbaiasn
kawzsmpetdan  paddasm
[proving dan
oz asan Khusus
pediasm firtas
. abpsenita
:ﬁ:‘:ﬁi Meangkanya Peningkiankusitss | Wenyedaka g
kuaias Kawasan lualias ingiungan I-mpmuhnn menngkaian kuaitas PR
st pesicr urtuk peeTuiiman dan sarana
yeng Merriid mumum menduiang mmm
hia Ekonami pesisr d nga mmgm
ProduE kegistan ekonomi Ingiungan.




Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Permukiman

Tujuan

permeiaman
mgional Merningkatnya Mengsloia dan Mierin gatian akses aman 7 Penambahan sarana dan
eﬂ:& < 2y gembanghan Sisem yarmbatteh adan & di m'?:m“ Enmgﬂsﬂmagm
mdﬂanaﬁr Hir Limibah Domestik = minum 3 pesampahan, penatan
2h dome sk Regiona ety 3 pask;
Veningkary . o & kinesa peng parkotazn sonal TPA
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nfrastrleur goizh 0
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yang laysk petumbuban kawasan
Menngiatnys skses  Penyediaan dan Penngictan calupan pelayanan
aman mas yalkat peninglatan kias 4
terhadap jaringandan saana
leersediazn v
T

Misi 5: Penyelenggaraan Didukung Oleh Aspek Tata Kelola Baik

Tersedanga Sesem Memdangun Sstem M engembangian Sixam PR atan Fenngelanknorg Optmams Feandan | Menngiaian iepastas
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Mengemhangkan Pusal—pusal Permukimandan Kawasan Pendukungnya
dalam Sistem Permukiman
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Tujuan Sazaran Kobi|akan

Pangembangan | Tersedi umanar | Panyediaan perumahan | M bangkan hunian veriikal

untuk mendukung Proyek zepaga bagian dari sebapal anfisipasi pada kawasan perkotaan (Banda

Strateqis Nasional & Provinsi b Exonomi rkemb Acgh, Langsa, Lhok

i ficen Sumatera kebutuhan lonjakan Mengembangkan hunian veriikal
(Kota Banda Aceh, hunian di kawasan dan tapak bagi pekeria industri di
Sabang, Langsa, perkotaan dan kawasan | KEK Arun, dan Kl di Aceh.
L ) Industri

PengembanganHunian Vertikal diarahkan dengan pertimbangan bahwa pada
kawasan-kawasan Permukiman PKSN/PKN akan memilki intensitas tingoi ) L
Atz Pengembangan Rusunawadan rumah tapak di kawasan Industi menjadi

bebinga erimbang bagi pengempangan perumahan di Aceh, fika dilhat dar
Banda Aceh sebagai PKN (Masionalintemasional) memiliki keterbatasan 3 !

: rencana kawasan industry di Aceh maka diperkirakan dengan luas 5.684
dalam hal tehan dan potensl kebutuhan yang besar. Dalam pengembangan Ha, Jika dilihat dari luasan tersebut diperkiracan akan memberikan beban

PengembanganHunian pada Kawasan Industr dan Sekitamya;

hunian vertical diarahkan pada kawasan-kawasan pendidikan, Nelayan dan lebih dari 400.00 jiwa.
arahan apartemen pada kawasan Pusat Kota, maka dibutuhkan retertorial Kawasan i_ndustn_.' juga harus diarahkan untuk memperkirakan kebutuhan
fungsl kawasan dengan Kab Aceh Besar, para pekera yang ada.

Prioritas Hunien Vertikel

PKN

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023




Pusat Permukiman Wilayah Aceh
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Kl Nagan Raya®

Sasaran
kebutuhan parumahan Berkurangrya
formal itk selruh backlog perumatan
senmenlasi masyaraksl dlan ter pesndinga
seCara merata kebutuhan supply

Fuirian basgi MER
dalam rangks

menjgws kebulan
bersama dl wilayah
prkotaan

Kawasan Industi Aceh
Kawasan
Poruntukan Industri

KAB/KOTA

L4 \Koka Sabarg |
15 |Kota Subulussalam |

5.684.79

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perm. sunncs

Kebijakan
Mendorong pembangunan
pesumnahan formal bag MBR d
wilayah pusal permukiman,

Pendistribusian keburuhan funian
pusat kegatan wilayan dan
kargalan lokal pada wiliyah
tinterlandnya

engam bangkan pola -pola
penyediann indnsiokln pada
kawssan peramahan ban o ko -
kita hirtarland

Penyediaan infrastrudur sebagal
barduk insardil g kabupsabankol
Hinlerland yang menyaakan
perumatan

Perkdraan Backlog Tahun Proyeksi

Backlog merupakan suatu kondisi dimana jurmiah rumah yang
tersedia tidak sesual dengan jumizh yang dibutuhkan yaitu
jumiah rumah yang tersecla tidak sesual dengan furmiaf
keluarga yang ada.

Diglribusi Kebuluhan Rumah Berdasarkan Pedesaan
dan Perkotaan
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Jika menerapkan pendekatan bahwa pembangunanPKP dilandasi oleh dua hal yakni berbasis swadaya dan pengembang, maka dengan
melakukan asumsi bahwa sejarah bermukim di Aceh telah didahului melalui pembangunansecara mandin (+60%}), maka pendekatan
pola proporsi merupakan langkah awal dalam menghitung kebutuhan di masa depan. Pencekatan ini dianggap dapat mendekati
perhitungan yang ada.

Prpoy Pegmlangas Run @ jUnd)

Indikasi Program:

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Perumahan Formal di pusat permukiman
dan daerah pendukungnnya

= Pembangunan Rumah Layak Huni;
= Program BSPS;

+ Program KURFLPP:

= Program Khusus.
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Tujuan 4
Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Formal untuk Seluruh SegmenIaSI Masyarakat, Secara Merata

1. Rencana Pengembangan Perumahan Bagi ASN Provinsi  Aceh @
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh, teridentifikasi jumlah ASN yang ada di
Provinsi Aceh mencapai 19.925 jiwa dan 158120 Jiwa untuk seluruh Aceh. Jumlah ini menjadi target
Pemerintah Provinsi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil
Megara. Penyediaan layanan rumah murah bagi ASN Provinsi Aceh ditujukan untuk mengantisipasi
pemenuhan kebutuhan rumah bagi ASN yang belum memiliki rumah.

2. Kawasan Terd ampak Bencana
Dalam konteks rencana penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh
yang akan menjadi prioritas penanganan adalah kawasan permukiman yang terdampak bencana, terutama
pada kawasan pusat permukiman dengan fungsi beberapa (lintas administrasi) kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023
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a. Terdampak Bencana
Dalam konteks rencana penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh yang akan menjadi prioritas
penanganan adalah kawasan permukiman yang terdampak bencana, terutama pada kawasan pusat permukiman dengan fungsi beberapa

kabupaten/kota.

ArahanKawasanBencana

Mitigasi bencana alam bidang perumnahan dan kawasan permukiman dalam
pembangunanperumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan:
a. Pemilihan lokasi, dilakukan melalui:

» Sesual dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau
rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
pemukiman;

« Bukan kawasan lindung dan ;

« Tidak pada zonadengantinghkat kerawanan bencanatinggi

b. Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar

Bangunan (KDE), Keefislen Luas Bangunan (KLB) Koefisien Dagrah Hijau

(KDH), ketinggian bangunan,dan kepadatan bangunan

X ] = 3 . Peta mikrozonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan
EE B[iE| emss|imn pemukiman;
iEES| 2eoks) | L0 ZZE  d Struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesual dengan kearifan
o ' [ ]
T3 1E%. B K (33 lokal;
iE 1L Bl =i == e Penyediaan prasarana, sarana, dan utiltas sesual cakupan layanan yang
o3 tuiE mendukungtindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencanaalam;
1. ] B 121] e dan
il [T ;f = S 1. Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan pemmukiman sesuai
7] FF| W mman 15450) 1% 18] 200483 aBsne perizinan.
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B. Terdampak Pembangunan Pemerintah

Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak [fic=osiastssiasnnn
Relokasi Program Pemerintah merupakan salah satu tugas
Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-
Undang tersebut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah
Provinsi di bidang Perumahan, yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana; dan
2. Fasiltasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Provinsi.

Di Aceh, terdapat wilayah Proyek Nasional diantaranya yaitu Pembangunan
Jaringan Kereta Api (Sumatera Rail Ways) dan Jalan Tol. Tentunya beberapa
proyek pembangunan infrastrukiur  tersebut berkonsekuensi terhadap
kebutuhan relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak program
pemerintah.




C. Hunian Berimbang

Mo KABUPATENXOTA

Permukiman Feac_Pola RTAW
Erbiiging 3

elih Rencana
Drad

Per_Eln di Luw

Keb_Lskan
Perumashan

Keb_ Penduling
Peramshan

Kebutuhan rumah ratatata pertahun
adalah
69.690 Unit.

Proyeksi Kebutuhan Rumah
Berdasarkan Kepemilikan Tahun Akhir
Perencanaan adalah 1.514.177 Unit,

Proyeksi Hunian Bedasarken Proporsi
Barimbang

T TR R T TR
W HIE I N T
g ik s %
334840 |- 1124 1573
33870 1450 13580
2= [<] 1133
143 103 68 %8155 BWT
Tujuan Sasaran Kebijakan Strategi Indikasi Program
Pemenuhan kebutuhan | Tersedianya ingkungan Penyediaan perumahan bagi | Menyediakkan layanan rurmah Fasilitasi pembangunan rumah
perumahan formal untuk | hunian bagi Aparatur Sipil ASN Provinsi Aceh sesual | murah bagi ASN Provinsi Aceh murah bagi ASN
seluruh segmentasi Megara Provinsi Aceh denpan amanat kebijakan
masyarakat secara Tersedianya lingkungan Penyediaan perumahan bagi | Menyediakan perumahan bagi « Pembangunan perumahan
mierata hunian bagi masyarakat yang | masyarakat yang terkena masyarakat yang terkena dampak tujuan relokasi program
terkena dampak Relokasi dampak Relokasi Program | Relokasi Program Pemerintah dan pemerintah;
Program Pemerintah dan Pemerintah dan Bencana Bencana « Menerapkan Adaptasi dan
Bencana mitigasi
Terselenggaranya Pengembangan perumahan | 1. Mengembangkan perumahan | Melakukan kajian terhadap potensi
Rengembangan penmahian | skala besar dengan skala Desar melalul pendebatan | kawasan, siap bangun Infas
R R RS BEISTERCR BRI RGBS Z0E s i R
Y WRARTpdneR | Wghingen DurEn | bbomedandias
vty Brfomn bavlse | Balinlboang 2. Mg duniefire o Barmapna e et nealbag,
Tatieng [Eregitiin i ades i ety WL, P A meem,
i g S e Beioing iy g dsag SR
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Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni

PEMERINTAH ACEH

~ Dinas Perumahan Rakya! dan Kewasan ?!mmman

. Rencana PenangananRumah Tidak Layak Huni v
Rencana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Pravinsi Aceh memiliki sasaran yaﬂu berkurangnya Rumah Tidak Layak
Huni di Provinsi Aceh, balk melalui peningkatan kualtas maupun dengan pembangunan?nam Berikut ini skemgfenanganan

Rumah Tidak Layak Hunidi Provinsi Aceh, v
aH nuu AN Pembiyaan

Wo.  KMKOTA | e m2 pw) Berdasarkan Data BKKBN 2022, kondisi kelayakan tempat finggal, Rumah Layak Huni di Provinsi Aceh
;ﬁaw _; ‘;: ,lg*é— mencapai 74,03% (919.685 unit). Terdapat kondisi Rawan dan Tidak Layak Huni sebesar 2597%
3 AcNBSw 08 -; o ssas (322,638 unit). Kondisi rawan dan Tidak Layak Hunimenjady target jangka pendek dan fangka menengah
2 Foe w oTe| e sz dari program RP3KP

5 Focap W x| W yEw : 2

£  Breen 250 103 08 77558 L

T Lhkstumaws 827 3| 7 198972 L]

[r=r 13| 1e8 1426 .

bl i a | % G4 Rumah Tidak Layak Huni 322638 Unit

10 Langsa & s s tams Penanganan 2022 7941 Unit
o & Penanganan 2023 1287 Unt

" i TR B Jumiah 313.410 Unit

% Gayolus & - &= aus Rerata Penanganan /Tahun 15.671 Unit

15 Ao Teaggan g2 2 a7 4772 T

& e =  oalh RPA 32% (2026) 100.291 Unit

17 semBam 2 1z| 180 4720 Penanganan Pendek 5 78,353 Unit .

B RPA + P_langka Pendek 131.632 Unit - 742,00%

o i = | 2 e Penanganan Menengah 209,985 Unit 67,00%

I Ao Segul m 5 2 5812 &

2 Suobewssiam a5 13 0 120 -

23 Smau b -] 3 aoe 8

Lmas 40 TST | ™ 7625906
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Kebijakan Strategi Program
Memenuhi rumah layak | Memberikan bantuan Fagilitasi hantuan pemai.‘\
huni bagi seluruh lapisan | stimulan perbaikan RTLH | rumah tidak layak huni dan [» 2
masyarakat dan Bangunan Ban Pembangunan bar.

Berdasarkan Pertumbuhan rumah kahupatewwa tentu akan disertal jumilah rumah,
maka arahan penanganan:

)
= i K i Benerfulenah Ko’(a Sabang, Kota Subulusaﬁfam

Frioritas B

Aceh Tenggara, ﬁtEh Teng‘ah Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Gayo Lues, Aceh
Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Langsa, Aceh Singkil,

Prioritas C .

Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeulue,
Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe

Acch

Aceh Thmr
Aceh Barat

Aeeh Targah

4
]
e

ata Subulussatam
o
9

fureh Barat Daya
Kota Lhokseumawa

B
sased

15, 1 1718 19, 20, 2

1 a3 Lk L8 9 Wn
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Kawasan Permukiman Kumuh yang Menjadi KewenangBnovinsi

B. Mewujudkan Upaya Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh -
Loksei Penanganan

Terkait tujuan 2 yaitu mewujudkan upaya pengurangan luasan pemukiman kumuh, il Kawazan

sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan Provinsi

pengurangan luasan kawasan pemukiman kumuh Penerima manfaat yang diharapkan Jumiah _Luas (Ha)

: W [ " i | 1 |Kabupaten Aceh Barxt Daya 7

dar kebilakan ini yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, sedangkan dalam Acehizva

konteks Iokasi yang menjadi target penanganan yaitu kawasan kumuh yang menjadi Kabupaen Aceh Selzan 25.35

kewenangan provinsi, _:::_tlﬁ_mf%w 3811

i ; - upaen Aceh Timur -

Dalam hal ini, kawasan kumuh yvang men]agl ke.\n.ﬁengnga.n provingl yaitu kawasan & bt D B % -

kumuh dengan luas 10-15 Ha, yang telah diidentifikasi yaitu sebanyak 72 kawasan 7 |Kabmaen Gaya Luss [ =

yang tersebar di 16 kota/kabupaten dengan luasan lebih kurang 923,49 hektar 8 |Kabupaen Aceh Tangah 7 85.82
| 8 [Kabupaten Aceh Tenggars 10 [RERE]
10| Kabupaten Simeule o -
| 11]Kom Subuussalam 4 £3.03
12| Kot Lhoksaumawe ]
[13] MaganRaya []
| 14| Kabupaten Pidie Jaya 39.95
| 15| Kabupaen AcshBesar 3728
16| Kabupaten Pidse 11.05
17 |Kabupaten AcehBara 40.91
18| Kabupaten Aceh Uam 0
[72] Aceh Tamiang 10543
[20] Ko Sabang 1 15.28
| 21| Ko Banda Aceh 3 41.59
22 |Kom Langsa 3 3348
(23 Kabupaten Breuan 70 130.2
| [tess Ha 12 82348
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dan

Kebijakan Program
Penataan K; Ilening katkan & Fe han kawasan p
Permukiman permukiman kumuh ermukiman kumuh

Kumuh terumtam
yang menjadi

Peningketan kualitas fisik lingkungan
kawasan perumshan dan pesrmukiran

dan pemelinaragn kawasan teriait
peningkatan kualites lingkungan

0 kumih
provinsi Ilening katkan kapasites dan peran PFengembangan Kapasitas dan peran
sarta masyarakat dalam operasional serta dalam pengelolazn Kawasan

Iening katk P b Kapasitas dan peran
dalam pengslolean kawesan serta dalam pengelolazn Kawasan
permukiman

Indikator Sasaran Pencapaian Targel
Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh
Kondisi Kawasan Kumuh di Aceh (2023)

- Luasan kawasan Kumuh : 6 286 88 Ha.

- Sebaran Kawasan berdasarkan rekapituiasi SK dan Dok RP2KPKP: 473 kawasan

SkenarioPenanganan Kawasan Permukiman Kumuh Oleh Provinsi:

- Luas Kawasan Kewenangan 823 49Ha

- Sebaman Kawasan 72 Ha di 16 Kabupaten/kol
- Target pengurangan : 2026 (36,63%) =(338,27 Ha)
- Jangka Pendek 169,14 Ha.

C. Penanganan Permukiman pada KawasaWegative List

Wilayah ferlarang (Negahive Usf) untuk pembangunan perumahan perrukinan dapat didefinisikan ssbagai
kawasan -kawasan yang memiliki limitas dalam pengerbangan perumahan dan kawasan  permukiman,
baik itu karena memiliki fungsi lindung maupun karena merupekan kawesan rawan bencana.
Wilayah fertarang | Megative Lisf) dapat dikelompokken menjadi 3 (iga) kategori, diantaranya yvaity sebagal
brerikut -

Kebijakan Siralogi

ar.
Terskdinnya kawasan F P
dan
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KETERANGAN
[ #eministrasi katiketa

B <5500 Humuh Kewanangan Provosi
Kawasan Kumuh

permukiman yang pengembangan permukiman di kawasan peagamanan lahban di Kawasan
sestal dengan dan pergendalian | negative list | lindung da ravan bercana
perurtukarmya dan permukiman di Marderang dan Sewsalisnsi dan penyaknan
aman dari bencana Kavrasan ilitasi yang bermukim di
Heggulive Lis reiokasi masyarakatpada | Kawasan lindung dan kawasan
kaviasan negative sl rawan bencans

1. Kawasan yang tidak bolkh dibangun sama sskall untuk perumahan den kawasan permukimen
(pamantastan fidak diffinkan). Kawasan yang fidak boleh dibangunsama sekali untuk perumahan dan

kawasan permuliman yatu © kawasan lindung dan LP2B yeng ada di Acen.
2. Kawasan yang dibatasi per yaitu ruang unfuk pes

dan

pengembangen perumahan den kawasan permukiman yang diizinkan secara terbatas dau dibetas
kawasan rewen bencena yeng ada di Aceh. Pembatasan dapst dengan
ini hat: i b melalui

dikezrenakan berada pada
standar b

teknologi, stau peraturan tambehen lainnya baik yang fercakup daam ketentuen ini maupun ditentukan

kamudian oleh Pemerintah Aceh

3. Kawasan yang dibengun dengan persyeratan tertentu (kefentuan khusus), yaiu pemanfasian ruang
dan kawasan pemmukiman yang diizinkan pada
kawasan dengan fungsi lgin (Kawasan Nelsyan/Tradisional, kawssan industr, perdagangan dan jasa,
kawasan pariwisata, perkebunan, dil} dengan persyaratan tertantu yang harus dipenuhi dalam
perumanan  untik  karyawan/buruh  indushi,
i untuk

untuk pemt dan

Misainya:
pengembangan  perumahan  unfuk  karyawan  pariwisata, p bang

karyawan/buruh perksbunan, dif)




C. Penanganan Permukiman pada KawasaWegative List

Wilayah terlarang (Negative List) untuk pemb perumehan p i dapat didefinisikan sebagai

kawasan -kawazan yang memiliki limitasi dalam pengembangan perumanan dan kawasan permukiman,
baik ity karena memiliki fungs lindung maupun kareng merupakan kawasan rawan bencana.

‘Wilayah ferlarang { Negative Lisf) dapat dikelompokian menjadi 3 (figa) kategari, diantaranya yaite sebagai
berikut ©

K ebijakan

Tersedlaaya kawagan Pr:rn:m Membatasl perkembangan | Pergaturan Pergendalian bangunan
permukiman yang pengembangan permukiman di kawasan tian pengamanan lahan of Kawasan
SEsUR] dengan dan p i neqgative list lindung dan kavwasan rawan bencara
perurbukaroys dan perimkinm o Mendzrang can Sosialisasi dan peryadaran
anman dari banany Hawasan Tlitasi ¢ ang berrmuin @

Hegative List telokasi masyarakst pada | Kawasan lindung dan kawasan

kwnsan negativa lisl i bancana

1. Kawasan yang lidak boleh dibangun sama sekall untuk perumahan dan kawesan permukiman
(pormantastan fidak oiffinkan). Kawasan yang fidak boleh dibangun sema sekafl uniuk perumahan dan
kawasan permukiman yailu | kawasan lindung dan LP2E yang ada di Aceh.

2. Kawssen yang dibatesi per va, ‘yaibu rueng untuk p dan
pengembangen perumahan dan kawasan permukiman yeng dilzinkan secera terbates sy dibatesi
dikarenakan berada peda kawasan rawan bencana yang eda di Aceh. Pembatesan dapat dengen
standar b rhinimu, pengoperasian, ] mefalui ek
teknologi, sleu persturan tambanen lainnye baik yang tercakup dalem ketenbuan ini maupun ditentukan
karnudian oleh Peverintsh Aceh,

3. Kawasan yang di dengan p tertentu khusus), yaity pemanfaatan ruang
untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman vang diizinkan pada
kawasan dengan fungsilsin (Kawasan Melayan; Tradisional, kewasen industri, perdagangan dan jasa,
kawasan pariwisafa, perkebunan, dil) dengan persyardan ferentu yang harus dipenuhl dalam

b . Wisalnya - b p h untuk  karvawan/buruh  Indust,
pengembangan  perumahan  untuk  karyawsn  pariwiseta, L p unuk
karyawan/buruh perkebunan, dif).
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Misi 3

Pengembangan Kawasan Permukiman yang
Produktif dan Berbudaya
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Pengermbangan dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman yang memiliki nilai ekonomi produktif yang

ada di Provinsi Aceh memiliki sasaran yaitu :

+ Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
eksisting pada kawasan perbatasan;

+ Meningkatnya kualitas kawasan permukiman eksisting
di kawasan pesisir dan pelestarian lingkungan;

+ Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
eksisting di kawasan Pusat Pertumbuhan permukiman;

+ Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman wisata
untuk mendorong kegiatan wisata.

Tujuan Sasaran Kebijakan Strategi
Meningkatnya kualitas | Peningkatan kualtas dan | Penataan estetika kawasan
ingkungan estetika lingkungan dan meningkatkan kualitas
pemmukiman eksisting | kawasan permukiman PSU permukiman kawasan
pada kawasan perbatasan perbatasan
perbatasan provinsi
dan kawasan khusus

Pengembangan | perbatasan lintas
dan peningkatan | kabupaten/kota
Kualitas Meningkatnya kualitas | Peningkatan kualitas Menyediakan dan
Kawasan lingkungan kawasan permukiman meningkatkan kualitas PSU
Permukiman permukiman eksisting | pesisir untuk mendukung | permukiman dan sarana
yang Memiliki | di kawasan pesisir pengembangan kegiatan | pendukung kegiatan
Nilal Ekonomi ekonomi Dengan ekonomi dengan menjaga
Produktif memperhatikan kelestanian | kelestarian lingkungan.
lingkungan
Meningkatnya kualtas | Peningkatan kualitas dan Meningkatkan kualias
lingkungan estetika lingkungan kawasan permukiman
permukiman wisata kawasan permukiman wisata
untuk mendorong wisata
kegiatan wisata

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

A. Kawasan Perbatasan Provinsi

Beberapa kecamatan di kawasan perbatasan Aceh yang harus mendapatkan

perhatian khusus program PKP.

Seperti Kecamatan Kejuruan Muda (Kabupaten Aceh Singkil); Kecamatan

Danau Babul Makmur (Kabupaten Aceh Tenggara);
Kecamatan Danau Paris (Kabupaten Aceh Singkil).

Kebijakan Strategi Indikasi Program
s e iia s :
lingkungan permukiman Peningkatn laiditas. Penalaan estefka Eﬁ:mﬁﬂ:ﬂlw
Ekzisting pada kawasan ian estetka .asm dan = peningatan kualitas
bt provine dan enm”mmkawasan sy B;n‘i:lkil":l‘fﬂas i permukiman
kawazan khusus perbatesan i P w;m 4 bﬂan dan estefila kawiasan
lintas P a: per perhahasan Provinsi

Kab. Aceh Bmiang dan Kab. Langkat

| Kab. Aceh T.zlggam dan Kab. Karo

~Kab. AcehSingkil dan Kab. Tapanuli Tengah




B. Kawasan Lintas Kabupaten/kota

Selain pengembangan permukiman di kawasan perbatasan antar
Provinsi, terdapat pula pengembangan permukiman di kawasan
perbatasan antar Kabupaten/Kota, terutama pada kawasan perbatasan
Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu
Kawasan Banda Aceh-Aceh Besar, Aceh Tengah —Bener Meriah, Aceh
Timur-Kota Langsa, Langsa-Aceh Tamiang, Pidie-Pidie Jaya.

Kota Banda  ¥abupaten Kabugeten  Kabupsten
Aceh #zeh Besar Pidie Jaya Fidle

Kewenangan Pemerinkah Provingi dalarm F an P i F | Peririadun tan
Kawasan Parmuiman

PEMERINTAH ACEH -
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C. Kawasan Pesisir

Provinsi Aceh memiliki perairan laut dan kepulauan yang potensial dan
luas, yang terdiri dari perairan laut pantai timur, pantai Barat dan
kepulauan. Berbagai kegiatan yang telah berkembang di wilayah pesisir
dan kelautan meliputi kegiatan perikanan laut, permukiman nelayan,
pariwisata, perhubungan, dan industri. Agar potensi kelautan tetap
terjaga kelestariannya, maka perlu dikelola secara serasi antara
pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dengan lingkungannya.

Dalam konteks RPIKP, pengembangan permukiman di kawasan pesisir
diarahkan untuk penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur
permukiman dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan yang diwujudkan melalui fasilitasi
dan stimulasi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur
permukiman dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di kawasan
pesisir.

Lhokseumawe—=Aceh Utara

den

permukiman di KSP dan Permukiman Lintas Bates .

praserens, sarana den utilitas urmum (FSU)

dan uiltes urum (P5U) permukiman di KSP dan Lintas
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Mewujudkan Akses Prasaranadan Sarana Umum yang Layak

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023
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A. Peningkatan Akses Pelayanan Infrastrukiur Permukiman Hegi;on'al_v

Mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur permukiman regiaﬂaln, "
maka perlu dirumuskan strategi dan program dimana mencakup 3 (tiga) sasaran
yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dan . —
penanganan sampah; .

2. Tersedianyapelayanan pengolahan air limbahdomestik; :

3. Terwujudnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan aiminum o :mx::;m' -

Rencana peningkatan akses layanan air minum di ProvinsiAceh diwujudkan 4 g MR G

melalui peningkatan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum, Q- e Rl

diantaranya melalui: | SPAM W Heng Simpeng

+ Penyelenggaraanprogram penyediaan air minum berbasis masyarakat; e

- Pemutakhiran Data Baseline SPAM; o o

« Monitoring PenyelenggaraanSPAM; et Lon

« Advisory Perencanaan dan PenyelenggaraanSPAM; P St

+ Pembangunan SPAM Perkotaandan Pedesaan; SPA I Tamiang Hu

+ PenyelenggaraanSistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasarkhusus; S

+ PenyelenggaraanSistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di pusatpusat S7 A Haicesin uiohuan Metsh D

Fia u:sisirg_
Rs

pertumbuhan .
Foawan o Desa Blarg Bungong Kee Targie
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Rencana peningkatan akses layanan air limbah di Provinsi Aceh diwujudkan melalli-
peningkatan akses aman masyarakat terhadap sanitasi layak, diantaranya melalui : v

Sesuai dengan kriteria sistem pelayanan diatas, maka sistem pengelolaan air limbah di Aceh

diarahkan terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, antara lain:

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesti Terpusat (SPALD-T) SPALD-T terbagi menjadi
beberapa sistem pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi peruntukan wilayah dan
tingkat kepadatan penduduk per wilayah, antara lain:

+ Layanan Sistem Saluran Air Limbah Skala Permukiman;
« Layanan Sistem Saluran Air Limbah Skala Kawasan Tertentu.

IPLT Kab. Aceh Ltars
PLT Kabupaten Aceh Barat_
IPLT Kabupsten Aceh Barat Daya

]

IPLTKab g
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-3) Merupakan sistem IPLT Kabupaten Berer Merich
layanan individual dan layanan komunal berupa program MCK/MCK++, yang :EMM:E:E;‘:&,,
dilengkapi dengan fasilitas layanan penyedotan lumpur dan Instalasi Pengolahan IPLT KebipatanPidie
Lumpur Tinja (IPLT}. IPLT Kabugatan P Jaya
PLT Kabepatan Semeuios
Selain dari jenis sistem pelayanan seperti di atas, pendekatan sistem pengelolaan air ::t‘ :alﬂt:::ﬂ
limbah pun dilakukan terhadap penentuan zona layanan khususnya untuk: system AT
pengolahan lumpur tinja (IPLT). Penerapan rencana sistem pengelolaan air limbah :’F’L’:mssmm&fsa;m S
untuk 20 tahun mendatang akan mengacu pada target cakupan layanan yang sudah L
disepakati oleh pemerintah daerah. _P_ﬁﬁgwragﬁﬁfgﬂ_s_ﬂ}% é'rﬁ'%aw_
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Pengelolaan sampah secara mandiri diharapkan berkurang sejalan : € =
dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Pengelolaan sampah secara
mandiri saat ini cenderung merusak lingkungan serta berdampak buruk
pada kesehatan. Hal ini dikarenakan masih kuranghya pemahaman dalam
pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga. Ketersediaan .

ot

fasilitas regional seperti TPA, terutama diakhir periode jangka menengah &
diharapkan mampu mendongkrak cakupan layanan parsampahan ke TPA, a ;-
dan dengan menerapkan sistem samitary fand filf dapat memperpanjang ”

umur penggunaan TPA serta lehih ramah lingkungan. >

~ Beberapa arahan lokasi dalam penyediaan TPA:

it 38 siws Paripeglsan. a.  TempatPemrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang yang
melayani KotaBanda Aceh dan KabUpaten Acef Besar; dan

b, Rencana Pengembangan Tempat Pemiosesan Akhir (TPA)

Sumber
Thmbuilan

Sampah \ \ Q.u

':T:::L g ::?L‘;‘mw 'm*ﬁ"‘w ::::""'ﬂ""m sFempmatcn Regional yang melayani Kota Lhuksauma\ﬁ'e‘iﬁ'& Kabupaten
pasar flmhiion Aceh Utara, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur,
Sl s Kabupaten Aceh Barat dan Kabupa’renf\iaganﬁaya,\!{ahupaten
Mt kned Aceh Tengahdan Kabupaten Bener Meriah. =
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Pengelolaan sampah secara mandiri diharapkan berkurang sejalan : e
dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Pengelolaan sampah secara
mandiri saat ini cenderung merusak lingkungan serta berdampak buruk
pada kesehatan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dalam

pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga. Ketersediaan -~ b 8
fasilitas regional seperti TPA, terutama diakhir periode jangka menengah - @
diharapkan mampu mendongkrak cakupan layanan persampahan ke TPA, ° 3
dan dengan menerapkan sistem sanitary fand fill dapat memperpanjang o

umur pengaunaan TPA serta lebib ramah lingkungan.

Beberapa arahan lokasi dalam penyediaan TPA

a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang yang
melayani KotaBanda Aceh dan Kabupaten AcehBesar; dan

b, Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sumber
Thmbuilan
Samiah

sl s et el e I e s Regional yang melayani Kota Lhokseumawe dan Kabupaten
apasar Aheds vtk ) Aceh Utara, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur,
il s KabupatenAceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten
*Hamyutan sungat Aceh Tengahdan Kabupaten Bener Meriah. =
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Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek TatKelola yang
Baik (Sistem Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan)
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Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelnl,a yang Ii.'alk
(Sistem Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan)

+ Membangun Sistem Informasi dan Basisdata Perumahan dan Kawasan Permukiman Prm'ms:
yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota;

+ Menguatkan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Provinsi dan
Kabupaten/Kota ; ™

+  Meningkatkan Kerjasama dan Peran Pelaku dalam Penyelenggaraan PKP Provinsi;

+ Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provins

Membangun Sistem Informasi dan Basisdata Perumahan dan Kawasan Permukiman u
Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota

Upaya operasionalisasi RP3KP tentunya memerlukan dukungan sistem informasi dan basisdata
perumahan dan kawasan permukiman (PKF) yang dapat mengintegrasikan berbagai informasi lintas
sektor yang berhubungan dengan bidang PKP maupun informasi lintas daerah kabupaten/kota.
Kerangka pikir kebutuhan sistem informasi dan basisdata ini juga dilandasi oleh amanat UU
no.1/2011 tentang PKP yang berkaitan dengan kewenangan penyusunan basisdata pada tingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Keta. Aceh sebagai provinsi perlu untuk menyiapkan sistem basisdata
yang komprehensif dan dapat diadopsi pula oleh daerah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan
upaya pengelolaan informasi bersama.
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Menguatkan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman r?’mginsi dan
Kabupaten/Kota ;

Rencana penguatan kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman berkaitan erat
dengan sasaran peningkatan kemampuan organisasi dan kapasitas personil bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman. Karenanya, kebijakan yang diamanatkan dalam rencana misi ini
adalah berkaitan dengan upaya peningkatan struktur organisasi dan kapasitas pegawai bidang
PKP Provinsi. "

+ Strategi untuk mewujudkan pencapaian target dan arah kebijakan tersebut di atas diiabafﬁa&n
sebagai berikut:
Pengembangan Organisasi dan Sistem Penilaian Kinerja Bidang PKP;

+ Mengembangkan Unit Pelaksana Teknis sebagai Embrio Penyiapan Badan Layanan Umum
Daerah untuk Urusan PKP Provinsi
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Rencana Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP PfD'UII'ISI
Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi sebagai ] ='"-'-_?-J

tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber-sumber pembiayaan

khususnya yang bersifat non-konvensional guna mendukung penyelenggaraan PKP

Provinsi. .
Hal ini menjadi penting mengingat kondisi penganggaran bidang PKP Provinsi pada o %
umumnya masih sangat terbatas, karena sifat penyelenggaraan yang jang?(a
panjang dan berkelanjutan.

L]

Sejumlah program prioritas yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung program pembidyaan perumahan di Aceh adalah:

1. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan MBR yang 2. Peningkatan Peranserta dan Kerjasama Pemangku Kepentingan dalam

sesuai dengan arahan pembangunan dan pengembangan PKP Pembiayaan PKP Provinsi, dilakukan melalui:

Provinsi, dilakukan melalui: + Penguatan peran dan sinergitas Pokja PKP Provinsi dan
+ Pengembangan skema pembiayaan perumahan MBR di Kabupaten/Kota ,

kawasan-kawasan  pengembangan  strategis  (Kawasan + Peningkatan kerjasama dengan LJK dan Pengembang;

Strategis  Provinsi,  pusat-pusat  pertumbuhan  dan + Penguatan peran Mitra/KSM.

pengembangan baru),
+ Penguatan sistem informasi basisdata perumahan (data supply
dan data demand);

+ Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap skema-skema
pembiayaan perumahan;
+ Pengembangan sistem pembiayaan perumahan ASN
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INDIKASI PROGRAM
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Program kama

14002 |PROGRAMPENGEMBANGAN PERUMARAN
Pancazaan Fenyedaan dan R shabias Rumah Korban Sencana 20 Reokasi Kawasan PRP foeh APBARPEN
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1 L i e L
Pﬂa&im SN & [ Gl jarg Ba e Teras Ridas Frogram fogh Besar, hoh Tamiang. Acsh
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B Jumlah Rumah

Jumlah Rumah berdasarkan penguasaannya

Jumlah miliki sendiri 958.531 unit atau 77%.

Terjadi Backlog Kepemilikan yatu 268,322 Unit, dan

Backlog penghuni yaitu 198.917 unt yang juga

merupakan jumiah penghunisewa atau menumpang
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